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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Dengan imu, kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus,
dengan agama keldupan menjadi terarah dan bermakna

2. Vlidak dengan mudah menusia berjuang, tetapt dengan perjuangan manusia akan
memperoleh kennidahan

Cniversttas Tstum Suftan  Agung
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa kedudukan dan peranan Pegawai
Negeri Sipil adalah penting bahkan sangat menentukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  mencapal  tujuan naswonal, vang
diwujudkan melalui pelaksanaan penyelengparaan negara vang berkedaulatan
rakvat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila danUUndang — Undang Diasar 1945,

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang -
Undang Dasar 1943 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan
nasional tersebut  hanya dapal dicapai melalui pembangunan nasional yang
direncanakan dengan terarah dan realisus serta dilaksanakan secara bertahap,
bersungguh — sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui TAP MPR Rl NO.IV/MPR/1999 tentang Garis — Gans Besar
Haluan Negara dinyatakan pembangunan nasional merupakan uszha peningkatan
kualitas manusia dan masvarakat Indonesia vang dilakukan secara berkelanjutan

berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu



pengelahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilal luhur yang
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewuy) udkan masyarakat adil dan
makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersabiabar, tertib, dan damai.

Kelancaran penyelengearaan tugas  pemeriniahan dan  pelaksanaan
pembangunan nasional sangal tergantung pada kessmpurmaan aparatur ncgara,
dan kesempumaan aparatur negara pada pokokiiya tergantung dari kesempurnaan
peEawal negert,

Dalam bidang pemerintahan kedudukan pegawai ncgeri adalah sebagai
aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan negara dan bangsa, abdi negara
dun abdi masyarakat vang mempunyai kewajiban untuk setia dan taat kepada
Pancasila, Undang — Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, dan kewajiban
untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab.

Selanjutnya di dalam Mukadimah Anggaran Korps Pegawai Republik

Indoncsia pada alinea ketiga dikemukakan :



“Bahwa uniuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila, diperlukan adanya pegawai vang bersatu padu, berwibawa dan mampu
melaksanakan tugas pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan, sebagat alat
vang ampuh untuk menyelenggarakan tugas - tugas pembangunan dan pelavanan
terhadap masyarakal”,"

Dalam rangka usaha mencapai lujuan nasional schagaimana tersebut
diatas, mengingat pegawai negeri merupakan alat  yang ampuh untuk
menvelcnggarakan tugas — tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang & penub keactiaan dan ketantan kepada
Pancasila, Undang — Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta vang
bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih. berkualitas
tinggi, dan sadar-akan tanggung jawabnva sebagai unsur aparatur ncgara, abdi
negara dan ahdi masyarakat.

Selanjuinva untuk meningkatkan kualitas aparafur negara melaln
(aris-(Garis Besar Haluan Megara Tahun 1999 Mengenai Penyelenggara Negara

dinyatakan bahwa |

' Dewan Pembina Pusat Korps Pegawai Republik Indomesia, Himpuncn  Hosil-Fasii

Musyawarah Nasional Pertama Karps Pegawa Negeri Repubik Indanesia Teahure £978, Jakarta, 1974,
bal, 77



“Meningkatkan  kualitas aparatur  negara  dengan  memperbaiki
kesejahteraan dan  keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier
berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi” &

Untuk mewujudkan Pegawai Neweri Sipil yang berkualitas diperfukan
pembinaan dengan baik alas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Mengingat pentingnva kedudukan dan peranan Pegawal Negeri Sipil dalam
Negara Kesatuan Republik [ndonesia, maka perlu diadakan pembinaan secara
terus menerus, sehingua dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan
kedudukan dan peranannya terschut.

Pembinaan kepegawaian diarahkan pada terwujudnya kepegawalan negara
vang handal, mantap dan memiliki Keseuaan penub Kepada negara dengan
mengembangkan karier berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943,
Lpaya tersebut terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, penugasan,
himbingan dan Konsultasi seria pengembangan molivasi, moral, elika, dan disiplin
kedinasan vang sehat cdidukunz dencanm penataan dan penetapan standarsasi
pcgawal menurut jemis dan jumlahnye secara rasional Di samping itu sistem
kepegawatan vang mantap perlu  dilengkapi dengan sistem  pemberian
penghargaan secara wajar serta sanksi secara tegas dan proporsional.

Pegawai Negeri Sipil bukan saja unsur aparatur negara, tetapi juga adalah

abdi negara dan abdi masyarakat vang hidup di tengah — tengah masyarakat dan

# Pedaksi Sinar Grafika. Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, Sinar Gratika,
lakara, 2002 hal 23
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bekerja untuk kepentingan masvarakat. Oleh sebab itu dalam melaksanakan
pembinaan selain dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara. juga harus
dilihat dan diperlakukan sebazai warga negara. Hal itu bertujuan agar ada
keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawar Negen Sipil
schagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara
kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negen 3ipil sebagai perorangan
maka kepentingan dinas vang diutamakan,

Pembinaan Pegawal Negeri Sipil perlu diatur secara menveluruh, vaitu
dengan pengaturan pembinaan yang seragam, baik bagi Pegawai Negeri Sipil
Pusat maupun Pegawai  Negeri Sipil Daerah, Dengan adanya keseragaman
pembinaan tersebut maka di samping memudahkan penyelenggaraan pemhinaan,
dapat pula diselengearakan keseracaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum
bagi scgenap Pegawa Negeri Sipil.

Adapun salah satu bentuk pembinaan Pegawal Negen Sipil adalah disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil ini juga akan
mempengaruhi karir dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka membina Pegawar Negeri Sipil, sebagal landasan untuk
melaksanakan pembinaan Pegawai Negen Sipil diperlukan adanya suatu
undang — undang pokok kepegawaian yaitu Undang — Undang Nomor & Tahun
[974 dan kemudian telah disempurnakan lagi dengan adanya Undang — Undang
Nomor 43 Tahun 1999 vang mengatur tentang kedudukan, kewajiban, hak dan

pembinaan Pegawai Negeri Sipil.



Untuk menunjang kelancarannya, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan
diadakannya peraturan disiplin ini adalah untuk menjamin tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban ofeh setiap Pegawai Negerl Sipil.

Dengan demikian maka pembinaan terhadap aparatur pemerintaby,
khususnya bagi para Pegawai Neweri Sipil periu mendapatkan perhatian yang
serius guna meningkatkan kecakapan, ketrampilan dan pengetahuan, selain itu
pula adanya rasa pengabdian dan kesetiaan dari aparatur itu sendiri.

Dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil secura umum penulis
masih melihat pelanggaran disiplin pada jam kerja. Hal ioi terlthat dari beberapa
Pegawal Neperi Sipil vang berada di warung makan pada jam kerja tanpa seljin
atasannya langsung, Selain itu ada Pegawal Neperi Sipil yang juga sebagai ibu
rumah tangza pulang untuk belanja dan masak kemudian kembali ke kantor
setelah jam istirahat siang, Dalam hal ini jelas babwa Pegawal Negen Sipil yang
bersangkutan kurang berdisiphin, Terhadap pelanggaran terscbut Pegawai Negeri
Sipil vang bersangkutan akan dikenakan sanksi $esual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam hal ini ingin mengetahui
lebih jauh tentang pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-
Undang Nomor & Tahun 1974 vang telah disempurnakan dengan adanya Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang Disiplin Pegawal Negen Sipil khususnya di Kabupaten Kudus.



Oleh karena itu penulis mengambil judul | “IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS*®

B. Perumusan Masalah

Uraian yang panjang lebar dan pembahasan yang melampaui batag
lingkup permasalahan akan mengakibatkan para pembaca jadi sulit memahami
tulisan itu sendiri. Agar penulisan sknpsi ini dapat terarah pada sasaran serta
menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, penulis telah dapat
mengidentifikasikan permasalahan yang timbul dengan merumuskan hal — hal
schagai berikut |
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

Disiplin Pegawai Negen Sipil di Kabupaten Kudus ?

2. Hambatan — hambatan apa saja vang dialami dalam rangka pelaksanaan

disiplin Pegawai Negeri Sipil 7

Tk

Upaya apakah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam

pelaksanaan disiplin Pegawai Negen Sipil 7

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yvang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
[. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan disiplin Pegawail Negeri Sipil di

Kabupaten Kudus.



2. Untuk mengetahui  hambatan-hambatan vang dialami  dalam rangka
pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Untuk mengetahui upava vang harus ditempuh dalam mengatasi hambatan

vang dialami dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Kegunaan Penelitian
Secara praktis, skripsi ini merupakan karya ilmiah untuk memberikan
sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan
saran atau langkah vang lebih baik untuk Kelancaran pelaksanaan disiplin

Pegawai Negeri Sipil.
Bagi penulis sendiri skripsi ini sangat besar manfaatriya dalam rangka
mempelajari dan méndalami pengetahuan administtast kepegawaian dalam

kegiatan disiplin Pegawai Ncgeri Sipil,

E. Metode Penclitian
Adapun metods penclitian vang akan digunakan dalam penyusunan
skripsi ini sebagai berikut
|. Metode Pendekatan
Metode pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode pendekatan sevara yuridis sosiologis, yaitu penclitian



(5]

yang menggunakan faktor — faktor yuridis juga mendasarkan pada faktor -
faktor sosiologis, yaitu berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan,”
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
diskriptif. yailu penclitian yang benujuan untuk melukiskan atau
menggambarkan obycknya,

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian  akan
mendapatkan atau memperoleh suatu jawahan, Lokasi penelitian vang penulis
teliti adalah dr lingkurigan Pemcnntah Daerah Kabupaten Kudus,

Sumber Data

Sumber data vang digunakan dalam penelitian ini adalah -

1. Data Primer
Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini, yang bersumber
langsung dari keterangan pejabal di lingkungan Pcmerintah Daerah
Kabupaten Kudus.

2, Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung penclitian ini yang bersumber
dari peraturan perundang - undangan, literatur dan dokumen - dokumen

restni yang relevan dengan obyek penclitian.

i Ronny Hanitjo Soemitro, Mefodulogt Penelision Hukum don Surimerrd, Ghalia Tndonesia,

Jakarta, 1988, hal. 35
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3. Metode Pengumpulan Day

Karena datg merupakan masalah yahg penting dalam penelitian iimigh

maka untuk mendapatkan daia ¥ang berhubunpan dengan obyek penelitian ity
diperlukan teknik Pengurmpylan data yang tepat,

Adapun data — daty tersebut diperoleh dari hasi| penelitian dengan

mengaunakan metode pengumpulan sebagai berikut -

a) Studi kepusiakaan
Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data vang bersifat

sekunder. Hal ing dilakukan URluk mendapatkan lundasan teroritis berupa

pendapat maupun tulisarn dari pihiak yang betwenang dan Juga untuk
memperoleh informasi dalam bentuk ketertuan formal maupun data resmi
dari naskah — nasih yang ada, yang berhubungan erat dengan masalah

Disiplin Pegawai Negerl Sipil. Semua ini dapat diperoleh dari buky —

buku serta sumber — sumber lain,
b) Studi lapangan

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data vane bersifat
primer. Dalam hal mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan dengan
wawancara bebas terpimpin dengan pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kudus, Dalam hal ini penulis terlebih dahulu telah
mempersiapkan  daflar  pertanyaan  sebagai pedoman, tetapi masih
memungkinkan adanya variasi — variasi pertanyaan vang disesuaikan

dengan situasi ketika wawancara terjadi,
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A Metode Analisis Data

Metode analisis data vyang akan dipergunakan untuk menarik
kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan mempergunakan
metode analisis normatit
peraturan — peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan

kualitaiif dimaksudkan karena analisa ini bertiik tolak pada informasi -

informasi yang diberikan oleh responden.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulic membaginya menjadi empat bab

dimana setiap bab dinraikan dalam beberapa sub — sub menjadi lebih rinc.

Sedangkan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut |

BABI © Pendahuluan

A

B.

i

Latar Belakang
Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

. Kegunaan Penelitian

Metode Penalitian

Sistematika Penulisan

BABII  ©  Tinjauan Pustaka

A,

B.

Penpertian Pegawai Negerni Sipil

Pengertian Disiplin Pegawai Negen Sipil

kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dan
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C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
BABIII @ Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kudus
B. Hambatan — hambatan Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kabupaten Kudus.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan — hambatan Pelaksanaan

2 //N\\\ ip 1[ di Kabupaten Kudus,

BAB IV
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Menurut Kamus Besar Bahasa [ndonesia Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan kata “pegawai™ berarti orang vang bekerja pada pemerintah
(perusahaan dan sebagainya). Sedangkan kata “negerl sipil” berart pegawal
negeri alau aparatur negara vang bukan militer. Jadi “Pegawai Negen Sipil”
adalah orang yang bekerja pada pemerintah sebggai aparatur negara yang bukan
militer.”
Berikut ini beberapa pengertian Pegawal Negen Sipil yang dikemukakan
olch beberapa ahli antara lain ;
|. E. Utrecht”
Pegawai Negeri Sipil adalah mercka yang bekerja sebaga pegawai pada
suatu badan pemerintah baik tetap maupun sementara.
2, SF Marbun®
Pegawai Neger Sipl adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi

masyatakal yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,

' Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinazn dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indenesia Departemen Pendidikan dan Kebudavaan, Balai Pusta<a, Jakarta, 1990, hal. 658

H Uteecht, Fengantar Hukum Administray Negara fndonesia. Balai Buku Tehtiar, Jakarsa,
1964 hal. 145

® SF. Marbun, Fokok-pokok Hikum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakaria, 1987, hal, 130

Lad



Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas
pemeriniahan dan pembangunan.

A. Ridwan Halim™

id

Pegawai Negeri Sipil adalah scliap orang yang bekerja sebagai pegawal
atau karyawan pada kantor-kantor / perusahaan-perusahaan milik pemernintah
atau negeri dan menerima gaji dan upah atau berbagai fasilitas lainnya dan
pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang sama atau seragam i sclurub
wilayah negara vakni hukum admimistras: negara.

4. Logemunnm

Pegawar Negeri Sipil adalah tiap pejubal yang mempunyal hubungan
dinas dengan neeara,

[3 dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku, pengertian Pegawai
Nepert Sipil tidak dibuat dalam suatu rumusan yang belaku umum, tetapi hanva
merupakan suatu nunusan vang. khusus berlake dalam  hubungan  dengan
peraturan yang hersangkutan,

Menurut Undang-undang Kepegawalan Nomor 43 lahun 1999 Pasal |
angka 1 yang disebut Pegawai Newen Sipil adalah setiap warga nepara Republik
Indonesia vang tclah memenuhi svarat vang ditentukan, diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan nepen, atau diserahi

" A Ridwan Halim, Hukwm Administrasi Newara delam Tanva Jowab, Ghalia Indonesia,
Fakarta, 1991, hal 114

¥ Logemann, dalam Utrecht, Pengaiiar Hukum Administrasi Indonesia, Balai Buku Tchtiar,
Jakarta, 1967 hal 164



tugas negara lainnya, dan digaji herdasarkan peraturan perundang-undangan vang
herlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
Pegawai Negen Sipil terdin dari !
l. Pegawai Negen Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai
Negeri Sipil vang gajinya dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan bekejn pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-
Departernen, Kesckretariatan Lembaga Tertingy atau Tinggl Negara, [nstansi
Vertikal di Daerah Propinsi, Kabupaten ( Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau
diperkerjakan untuk menyelengearakan tugas negara laimnya,

Oleh karena Lembaga Tertingei ¢ Tinogi Negara sekarang sudah tidak
ada lagi, maka menurut penulis yang termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah Pegawai Negeri Sipil yang pgajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nepara dan  bekena pada Departemen, Lembaga
Pemenntah Non Departemen, dan Kesekretariatan Lembaga Negara

2. Pepawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawal
Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah dan bekerja pada Pemenntah

Daerah, atau diperkerjakan di [uar instansi induk,



B. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawar Negeri Sipil adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap
peraturan tata tertib Pegawai Negert Sipil vang harus ditaati oleh setiap Pegawai
Negeri 8ipil.” Adapun tujuan diadakannya disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
untuk menciptakan keadaan di hngkungan kerja yang tertib, berdava guna dan
berhasil guna melalui sistem pengaturan yang tepat.'”’

Untuk menjamin ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan tugas seorang
Pegawal Negeri Sipil maka diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
yaitu peraturan yang mengatur tentang kewagiban, larangan dan sanks apabila
kewajiban tidak ditaati aiau larangan dilanggar olch Pegawa Negen Sipil. '

Dalam Pasal 29 Undang-Undane Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa
peraturan  disiplin. diadakan tanpa menguransi ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pidanz. hal i berarti hahwa seorang Pegawal Negeri Sipil
vang dijatuhi hukuman disiplin_dapat dituntu di depan pengadilan apabila
perbuatan itu juga merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Peraturan Digiplin Peeawal Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemeriniah
Nomor 30 Tahun [980 vang meliputi :

1. Kewajiban Pegawai Negen Sipil

2, Larangan Pegawai Negeri Sipil

N AS Moenir, Pendekatan Manusiowi dan Organisasi Terhadap Pembinagn Kepegawaian,
Gunuung Aguna, Jakarta, 1983, hal 181

" hid,

1 Djoko Prakoso, Hukum ddminisirast Kepegawalai, Dahara Prize. Semarang, 1991, hal, 114




Hukuman Disiplin

Pejabat vang Berwenang Menghukum

Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Keberatan atas Hukuman Disiplin

Berlakunya Keputusan Hukurnan Disiplin

Badan Perlimbangan Kepegawaian

Kewajiban Pegawai Negen Sipil yang diator dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok

vaity : =

t-2

Yang berhubungan dengan kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila, Undang-
undang Dasar Tahon 1945, Nevara dan Pemerintah meliput

4,

b.

d.

Satia dan faat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
Tahun 1945, Negara dan Pemerintah

Mengutamakan kepentingan negara di alas kepentingan golongan atau diri
sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan neeara oleh kepentingan colongan, diri sendin, atau pihak
lain

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan
Pegawai Negerl Sipil

Bekerja dengan jujur, tertib, ccrmat dan hersemangat untuk kepentingan
ncgara

Yang berhubungan dengan kotaatan kepada scgala peraturan perundang-
undangan dan melaksanakan tugas Kedimasan, melipnti -

.

b.

Mengangkat dan mentaati sumpah atau janjl Pegawal Negeri Sipil dan
sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang
[angsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara
umum

Meclaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
pengahdian, kesadaran din tanggung jawab

2! Qudibyo Triatmodjo, Aukim Kepegaweian, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, hal. 146



d. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan. dan
kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil

e Scgera melaporkan kepada atasannya. apabila mengetahur ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di
bidangs keamanan, keuangan, dan material

{ Mentaati ketentuan jarn kerja

¢ Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

h. Mengpunakan dan memelihara barang-barang muibk negara dengan
sebaik-batknya

1. Membernkan pelayanan dengan sebatk-bmknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing

j. Bertindak dan bersikap tegas, tetapt adid dan bijaksana  terhadap
hawahannya

k. Membimbing bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya

Menjadi dan memberikan contoh serta teladan vang baik terhadap

bawahannya

m. Mendorong bawahannya untuk memnekatkan prestasi kerjanya

n, Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan
kariernya

0. Mentaali ketertuan perdturan perundang-undangan tentang perpajakan

p. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan berlingkah laku sopan
santun terhadap masyarakat, sesama Pegawal Negen Sipil, dan terhadap
atasan

q- Hormat menghormati antara sesama wargd negara vang memeluk agama
atau keperCayaan lerhadap Tuhan Yane Maha Esa, yang berlainan

1. Menjadi teladan sebagal warga necara vang baik dalam masyarakat

s, Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
vang berlaku

t.  Mentaati penintah Kedinasan darl atasan yang berwenang

u. Memperhatikan dan menyvelesaikan dengan schaik-baiknya setiap laperan
yang diterima mengenat pelangsaran disiplin,

Yang berhuburgan dengan ketaatan untuk menvimpan rahasia jabatan yaitu

menyimpan rahasia negara dan rahasia fabatan dengan scbaik-baiknya.

L]

Larangan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juea dapat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok vaitu 4

" b, hal 130



Yang berhubungan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah meliputi :

d.

Melakukan hal-hal vang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
negara, pemerintah atau Pegawal Negen Sipil

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara Tangsung
atau tidak langsung merugikan negara.

Yang berhubungan dengan ketaatan kepada segala peraturan perundang-
undangan dan melaksanakan tugas kedinasan, meliputi

a.
b,
¢

I1.

Menyalahgunakan wewenany

‘I'anpa ijin pemeriniah menjadi pegawai atau bekera untuk negara asing
Menyalaheunakan barang-barang, vang atau surat-surat berharga milik
negard

Memiliki, menjual, membeli, menggadatkan, menyewakan atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik
neyara secara tidak sah

Melakukan tindakan vang bersifat necatit’ dengan maksud membalas
dendam terhadap bawahannya atau oang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya

Menerima hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
juga yang diketabui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Memasuki rempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormaian atau
martabat Pegawai Negen Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya

Melakukan sualu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat berakibat menghalang atau mempersulit salah satu pihak vang
dilayaninya sehingea mengakibatkan kerugian hagi pihak yang dilayani
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau eolongan uniuk
mendapatkan pekerjaan arau pesanan dani kantor atau instansi pemerintah
Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya

. Memiliki saham suatu perusahaan vang kegiatannya tidak berada dalam

ruang Imgkup kekuasaannya wyang jumlah dan sifat pemilikan itu
scdemikian rupa schingga melalui pemilikan suham tersebut dapat

langsung atau tidak langsung menentukan penvelengearaan atau Jalannya
perusahaan

Mclakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan,
menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang



berpangkat Pembina golongan ruang [W/a ke atas atau yang memangku
jabatan eselon [

o. Mclakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, solongan atau pihak
fain,

Yang berhubungun dengan ketaatan untuk menyimpan rahasia jabatan yaitu

membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara vang diseiujui karena

kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Led

(. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah hukuman vang dijatuhkan kepada Pegawal Negeri
Sipil, karena melanggar Peraturain Disiplin Pegawai Negeri Sipil.™

Adapun bentuk pelangearan disiplin bermacam-macam bentuknya, seperti
vang tertera dalam Peraturan Pemermiah Nomer 30 Tahun 1980 tersebut di atas,
Pelangearan disiplin adalah setiap neapan, tulisun atau perbuatan Pegawar Neger
Sipil yang tidak mentaati ketentuan entang kowajiban-kewajiban dan melanggar
kelentuan-ketentuan tentang larangan-larangan, batk 1tw dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja. "

Ucapan vang dimaksud di sini adalah setiap kata-kata yang diucapkan di
hadapan atau dapat didengar olch orang Jan, seperli dalam rapat, ceramah,
diskusi, melalui telepon, radio, lelevisi, rekaman atau dengan alat komumikas:
lainnya. Sedangkan vang dimaksud dengan tulisan adalah pernyataan pikiran dan
atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk

gambar, karikatur, coretan, dan [awn-lain vang serupa dengan itu Dan yang

' Dijoko Prakoso, ap. ¢if, hal, 114
P Sudibva Triatmajo, ap.cé, hal, 1463
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dimaksud  dengan  petbuatan  adalah  memperbanyak, —mengedarkan,
mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan
atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk tidak mentaati ketentuan
lentang kewajiban dan larangan kecuali apabila hal itu dilakukan untuk
kepentingan dinas."™

Dalam hal melakukan pelanggaran disiplin, Pegawal Negeri Sipil dapal
dikenakan tindakan berupa hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum, dengan tidak mengurang ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana. Selanjutnya hukumen disiplin Pegawai Negen Sipil dibagt
menurul tmgkat dan jenis, masing-masine sesual dengan sifat dan berat atau
rnngan pelanggaran yang diperbuat, sertd  akibat vang ditimbulkan atas
pelanggaran tersebut.

Menurut Pasal 6 avat {1} Peraturan Pemeénntzh Nomor 30 Tahun 1980
sctiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dapat
dikenakan hukuman disiplin vang terdin dan tiga tingkat yaitu ©
I. Hukuman disiplin ringan
2. Hukuman disiplin sedang
3. Hukuman disiplin berat

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin Pegawai Negen Sipil dalam Peraturan
Pemenntah Nomor 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut -

1. Menurut Pasal 6 ayat (2), jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari -

! Thid.



a  Teguran lisan
b. Teguran tertulis
¢. Pernvataan tidak puas secara tertulis
2. Menurut Pasal 6 avat (3), jenis hukuman disiplin sedang terdiri dart :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu} tahun
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama
1 {satu) tahun
¢ Penundaan kenatkan pangkat untuk paling lama 1 (satuj tahun
3. Menurut Pasal & ayat (3), jens hukuman disiplin berat terdin dan :
a  Penurunan pangkeat pada pangkal yang sctingkai lebih rendah untuk
paling lama 1 {satu) tahun
b. Pembebasan dan jabatan
c. Pemberhentian dengan hormat udak atas pcrmintaan sendiri sebagal
Pegawai Negen Sipil
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawar Negeri Sipil
Dalam Peraturan Pemerintah Nemaor 30 Tahun 15980 im tidak terdapat
perincian vang jelas untuk menentukan Kesalahan vang bagaimana masing-
masing jenis-jenis hukuman disiplin tersebut dijatuhkan. Dengan demikian akan
membuka peluang terjadinya hukuman disiplin yang berbeda-beda terhadap jenis
kesalahan vang sama dilakukan. Hal itu dapat terjach karena tidak adanya patokan
vang jelas untuk menentukan jenis hukuman terhadap suatu kesalahan vang

dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus

Pelaksanaan disiplin Pegawa Negeri Sipil di Kabupaten Kudus selama ini
lelah beralan dengan baik. Hal ini dapat terwajud karena adanva kescriusan dart
Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan kedisipiinan Pepawal Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Bagi Pegawai Negeri
Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangaa disiplin Pegawai Negeri
Sipil  akan dikenakan sanksi legas  tanpa  memandang pangkal maupun
golongannya,

Berdasarkan data wvane tecatat di Badan. Kepepawaian Dacrah kasus
pelanggaran disiplin Pegawal Nezen Sipil di Pemerintah Daerah Kubupaten
Kudus selama bulan Januan sampar dengan bulan Juli tahun 2004 vaitu schanyak
16 kasus, baik untuk pelangearan disiplin ringan, sedang maupun berat. Dari
semua kasus pelanggearan disiplin tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik
oleh pthak Pemerintah Kabupaten Kudus.

Tersclenggaranya Good Governance merupakan salah satu isu dan tuntutan
masyarakat saal imi. Masyarakat berharap agar dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan, aparatur negara mampy menjalankan tugas dan fungsinya secara

sungguh-sungeuh, penuh tangeuny jawab, efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi,

[
Laa



dan nepotisme (KKN) dan selaly memenuhi  kaidah peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pepawai Negeri Sipil sebagal unsur aparatur negara mempunyai tangpung
jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuat dengan apa vang
menjadi beban tugasnya, serta mampu memberikan pelayanan yany baik kepada
masyarakat. Untuk itulah kepada Pegawai Negent Sipil perlu diberikan pembinaan
yang baik. Salah satu clemen dalam pembinaan adalah dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di samping peraturan pemerintah vang lain

Peraturan disiplin Pepawal Negen Sipil tersebut diundangkan dengan tujuan
azar dapal menjamin terpeliharanya fata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas
Tata tertib dimaksud dapat terwujud antara lam bilamana setiap Pegawai Negeri
Sipil mengetahul dengan pasti kewajiban-kewajiban vang harus dilakukan dan
larangan-larangsn yang harus dijauhi, Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 merupakan suatu peraturan yange memuat kéwajiban Pegawai Negeri
Sipil, larangan Pegawar Negerr Sipil, dan sanksi apabila kewajiban dan larangan
itu dilangear.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan
pelaksanaannya dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Nasional Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
maka senap Pegawai Negen Sipil wajib mentaati semua kewajiban dan larangan

vang tidak boleh dilanggar.



Bahwa dalam ranapka mencgakkan  peraturan perundang-undangan
kepegawaian dan untuk menjamin keuluhan, kekompakan dan persatuan pegawal,
scria apar dapal memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas
dan kewajibannya maka diperlukan upaya menjaga netralitas pegdwai  di
lingkungan Pemerintah Kabupalen Kudus dan pengaruh politik / kegiatan politik
praktis vaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor @ 7 Tahun
2004 Tentang Netralitas Pegawai di Lingkunpan Pemerinah Kabupaten Kudus
dani Pengaruh Partai Politik / !-:;{egiatan Politik Praktis.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan scbagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat berfugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam peuyelenpparaan
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, harus bersikap nctral dan
menghindari penggunaan fasilitas nepara untuk Kepiatan polink praktis secara
tidak sah, serta tidak diskrimunatif dalam melakukan pelayanan  kepada
masvarakat.

Guna memjamin sikap sebagaimana dimaksud, berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2004 tentang Netralitas Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pengaruh Pariai Politik / Kegiatan Politik
Praktis maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hal-hal schagai
berikut
1. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

2. Menjadi calon legislatif atau anggota leeislatil



3. Melibatkan din dalam kegiatan kampanve pemile termasuk menggunakan
fasilitas oleh karena jabatannya serta mengikuti arak-arakan kampanye baik
secbagai peserta, juru kampanve dan lain-lain vang ada kaitannva dengan
kegialan kampanye pemilu.

Berdasarkan Pasal 7 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
tentang Pegawal Negert Sipil Yang Menjadi Anggota Partar Polink, maka bagm
Pegawai Negeri Sipil yvang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus
mengajukan permohonan melalud atasan langsung. Apabila diizinkan maka vang
bersangkutan akan diberhentikan dan jabatan negert dan diberikan wang tunggu
sehesar gaji pokok terakhir selama satu tahun,

Bagi Pegawar Negen Sipil yang tetap memjadi anggota dan atau pengurus
partai politik, apabila tidak mengajukan permobonan melalui stasan langsung,
maka dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
sesual dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1999, Peclanggaran terhadap ketentuan i adalah merupakan pelanggaran
peraturan disiphn yang proses peryatuhan hukumannya scesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawar Negeri Sipil dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Suvono, Msi selaku Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus, hahwa dalam rangka pencgakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kerja, diperlukan adanva suatu

s4rana pengawasan atau instrumen pengendal kedisiplinan antara lain :



E_-J

Pemberian sanks1 atau hukuman disiplin

Dengan pemberian sanksi atau hukuman disiplin ini diharapkan agar setiap
Pegawai Negeri Sipil vang ingin melakukan pelanggaran disiplin akan
berpikir dua kali untuk melakukannya.

Penpawasan melekat (waskat)

Pengawasan melekat int dilakukan oleh atasan langsung, di mana kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu obyek yvang diawasi dan nantinya
akan dinilai dalam Daftar Penilalan Pelaksanaan Pekegaan {DP-3).
Penurunan daftar penilatan pelaksanaan pekegaan (DP-3)

Setiap pelangearan disiplin vang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan
mempengaruhi nilai dalam Daftar Peniidian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3}
Denean berkuranenyva wilai dalam Daftar Pemilaran: Pelaksanaan Pekerjaan
tersebul maka akan menghembat karie dan prestasi kerja scorang Pegawal
Negeri Sipil.

Rerkaitan dengan hal tersebut di atas mahka disiplin Pegawar Negerl Sipil

sangat berhubunsan sekali dengan Dafiar Pemilaian Pelaksanaan Pekerjaan

{DP-3}. Apabila Pegawai Negen Sipil vang bersangkulan tidak berdisiphin dalam

melaksanakan tuuasnya sehingga berpengaruh terhadap kinemanya menjadi

kurang baik, maka akan mengurang penilaian dalam  Daftar Pemlaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, maka sctiap Pegawal Negeri Sipil




akan dinlai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil penilaian  tersebut
kemudian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan {DP-3} yang
memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (P-3) seorang Pegawai Neger
Sipil sclama satu tahun yang dibuat oleh pejabat penilat yaity atasan langsung dari
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (P — 3) tersebut dibuat berdasarkan
buku catatan penilaian Pegawar Negeri Sipil vang meliputi catatan absensi, hasil
pengamatan schari-han seperti berpakatan, rambul, sopan santun, jam kerja,
mengikuti kegiatan, dan lain-lain. Sedanckan khusus bapi Pegawai Negeri Sipil
vang sedang menjalant hukuman disiplin akan lebib diperhatikan.

Tujuan dibuatnya Daftar Penilaian Pelal<anasn Pekeraan (DP-3) adalah
untuk mengetahul perilakn maupun prestasi seorang Pesswar Meceri Sipil dalam
Ingkungan kerja schari-har cuna memperoleh bahan-hahan pertimbangan vang
obvektif di dalam pembinzan Pegav.al Negeri Siptl berdasarkan sistem kanr dan
sistem prestasi kerja.

Adapun unsur-unsiur yang dinilsi dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan tersebut meliputy o
1. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2; I_‘Temsf kerja adalah hasil kerja vang dicapai oleh scorang Pegsawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas vang dibcbankan kepadanya.

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya
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dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko alas keputusan yang
diambilnya atau tindakan vang dilakukannya.

4. Ketaatan adalah kesangeupan scorang Pegawar Negen Sipil untuk mentaats
segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,
mentaati perintah kedinasan yang dibenikan oleh atasan yvang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan,

S, Kejujuran adalah ketulusan hati seorang Pegawal Negen Sipd dalam
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk bdak  menyalahgunakan
wewenang vang diberikan kepadanya.

6. Kenasama adalah kemampuan seorang Pepawar Negen Sipil untuk bekerja
bersama-sama dengan orang lain dalam menyclesaikan scsuatu tupas yang
ditentukan sehingga mencapai dava guna dan hasil guna vang sehesar-
besarmya

7. Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambi!
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan vyang
diperlukan dalarmn melaksanakan tugas pokok tanpa merungau perintal dari
alasan,

8. Kepermmpinan adalah kemampuan seorany Pegawai Negeri Sipil untuk
mevakinkan orang lawn sehinera dapal dikerahkan secara maksimal untuk
melaksangkan tugas pokok (kKhusus. untuk Pcgawai Negeri Sipil vang
I:reg‘pang;at Pengatur Muda golongan ruang [[/a ke atas yung memangku suatu
jabatan}.

Secara langsung daftac tersebut memang tidak dapat dijadikan alat untuk
menindak bawahanaya, namun mcrupakan sarana yang sangat ampuh dalam
rangka pembinaan dan sarana instrumen pengendalian kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil, apabila hal ini dilakukan secara benar oleh setiap instansi.

Kesetiaan mcrupakan salah satu unsur dalam rangka penegakan disiplin
Fegawai Negeri Sipil, karena hal-hal yang dinilai menyangkut hal-hal vane sama
dalam disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenai ucapan, sikap, tingkah lako,
dan perbuatan scorang Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, kehormatan Negara dan Pemerintah. Demikian pula mengenai unsur



Ketaatan di mana setiap Pegawai Neger Sipil akan dinilai sikapnva mentaati
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan vane berlaku,

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bukan merupakan sanksi
atas pelanggaran-pelanggaran vang dilakukan Pegawai Negen Sipil, tetapi
hanyalah berupa pentlatan dan dapat berpengatuh samu sebagaimana hainva
pelanggaran disiplin.  Sebab pemilaion dalam Daflar Ponilatan Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) vang terlampau rendah, dapat mengakibatkan Pegawal Neper
Stpul yang bersangkutan ditunda kenatkan gaji berkalanya atau ditunda kenaikan
pangkatnya.

Selanjutnya vang dipakai sebagal parameler atas wkuran kedisiplinan
Pegawai Negert Sipil yaitn tidak melalaikan Lewajiban seiaku Pegawai Neger
Sipil sebagaumana vang tercamtuimn dalam Pasal 2 dan juga tidak melanggar
larangan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemicrintah Nomor 30
Tahun 1980. Selain it dalam lingkungan Kerja sehari-hari di Pemerintah
Kabupaten Kudus masih ada 9 (semnlan) jalur. disiplin sebagai tolok ukur
disiphin Pegawal Nepent Siprl berdasarkan Surat Bdaran Bupati KDH TK 0
Kudus Nomor 061 / 2179/ 97 tanggal 27 Me1 1995 scbagai berikut :

[. Apel pagi dan apel siang

[-J

Senam kesezaran jasmani asrobik / jalan cepat
3. Keseragaman dan kelengkapan pakaian dinas
4, Lingkungan kerja vang bersih dan sehat

3. Kepastian tugas dan fungsi unit kerja



6. Laporan kegiatan harian

P

Pengawasan melekat (waskat)

8. Upacara-upacara kencearaun

w0

Pembinaan mental {bintal} dan jarm pimpinan

Dalam hal pelanggaran disiplin vang dilakukan oleh Pegawar Negeri Sipil
karena tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan Pegawai Negeri Sipl,
maka akan dikenakan sanksi atau  djatuhi  hukuman  disiplin, Tujuan
dijaruhkannya hukuman disiplin tersebut adalsh untuk memperbaiki, membina
dan mendidik Pegawai Negeri Sipil vang melakukan pelanggaran disiplin, agar

kembali memiliki sikap kstaatan pada peraturan perundang-yndangan vang

berlaky, "

Pejabul yang berwenang menjaluhkan hulkuman disiplin bagi Pegawai
Negen Sipil yang melakukan pelanggaran disiphin adalat -

1. Presiden
4. Bagl Pepawalr Negeri Sipil yang berpangkal Pembina Utama Muda
golongan Tuang IV ke atas (berdusurkan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 ), untuk jems hykuman disiplin
I} Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
2} Pemberhentian tidak dengan hormat scbagai Pegawar Negerl Sipil
b. Pembebasan dari jabalan strubtural eselon [ dan jabatan lain vang
wewenang pengangkatan dan permberhentian di tangan Presiden.
Menteri / Jaksa Agung
Bagl Pegawai Negerl Sipil dalam lingkungan masing-masing untuk scinua
Jenis hukuman disiplin kecuali yang menjadi wewenang Presiden,
Pimpinan Kesekretariatan Lembuga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan
Lembaga Pemcrintah Non Departemen bagi Pegawal Negeri Sipil dalam
lingkungannya masing-masing, kecuali untuk jenis hukuman disiplin.

e
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a. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
b. Pemberhentian vang menjadi wewenang Presiden

4. Menteri Sekretaris Negara
Pemberhentian tidak dengan hormat scbagai Pegawar Negeri Sipil bag
Pegawai Negerl Sipill golongan ruang Via ke bawah di [ingkungar
Kesekretaniatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen

5. Pejabat Pecmbina Kepegawaian Dagrah
Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah  {Gubernur/Bupati/Walikota)
berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Meger Sipil Daerah
dalam lingkungannva dengan memperhatikan jenis dan tingkat hukuman
disiplin serta pangkat dan jabatan Pcgawai Negerl Sipil vang akan dpatuhs
hukuman disiplin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

6. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negen
Bagl Pegawai Negeri Sipil vang dipekerjakan pada Perwakilan Republik
Indoncsia di Luar Negen, dipekerjakan atau diperbantukan pada negara
sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepunjang
mengenal hukuman disiplin tingan-dan pembebasan dari jabatan.

Wewenang uniuk menjatahkan hukumen disiplin sebagaimana lersebut di
atas, dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya yang memangku jabatan
serendati-rendabnya eselon V' alau jabatan laia yang setingkat denean itu dalam
lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin pemberhentian
dengan hormat fidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan
hormal sebagai Pegawai Negert Sipil vang meajadi  wewenang Presiden
sebapaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,

Dengan adanva otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun (999 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu hal yang diatur adalah
kewenangan daerah, maka Rupati sebagai pejabat pembina kepegawaian dacrah
mempunyai  kewenangan menjatuhkan  hukuman  disiplin di lingkungan

Pemerintah Kabupaten, Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran
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Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor K 26-37V 8299
perthal  Wewenang  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin, Pengajuan  Keberatan
pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, [jin Perkawinan, dan Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipit.

Sebelum  menjatuhkan  hukuman disiplin, pejabat  yang berwenang
menghukum wajib memcriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka
melakukan pelemggaran disiplin, Tujuan dari pemeriksaan terschut adalah untuk
mengetahui latar belakang dan metif terjadinya pelanggaran disiplin, schingaa
hukuman disiplin yang dijatuhkan  benar-benar sesuai dan metnenuhi  asas
keadilan. Pemeriksaan tersebut Jilakukan dengan lisan atau tertulis dan secara
tertutup, apabila dipandang perlu dapat mendengae stau meminta keterangan dar
orang lain.

Terhadap Pegawal Negeri Sipil vang disangka melakukan pelanpparan
disiplin, dipanggil oleh pejabat vang berwenang untuk diperiksa, Panggilan
tersehut dilakukan secara lisan, namun bila dengan cara tersebut tidak hadir, maka
panggilan dilakukan secara ftertulis. Apabila Pegawai Negen Sipil vang
bersangkutan tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat pangzilan kedua.
Dan apabila pada pangmlan kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut juza tidak hadir,
maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan bahan-bahan vang ada.

Mengenar hukuman disiplin ringan, maka pemeriksaannva cukup dilakukan

secara  lisan, Sedangkan wntuk  hukuman  disiplin sedane  dan  berat



pemetiksaannva  dilakukan secara  tertulls  Proses  pemeriksaan  dapat
didelegasikan kepada pejabat lain vang pangkatnya serendah-rendahnya sama
denean Pepawal Negeri Sipil vang dipenksa, Pemeriksasan lerhadap Peeawai
Negerl Sipil vang wewenang penjatuhan hukuman disiplinnva di tangan Presiden
dilakukan oleh pimpinan instansi vang bersangkutan,

Bagi Pegawai Negeri Sipil vang pernzh dijatuhi hukuman, kemudian
melakukan pelanggaran yang sama, maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang
tebih berat. Mengingat hukuman disiplin terschut sifatnya pembinaan, maka ada

beberapa prinsip dalam menjatuhkan hukuman disiplin vang harus diperhatikan

vaitu

i, Prinsip keadilan

Peryatuban hukuman disiplin tersebut harus scouai dengan pelangearan yang
dilakukan e
Prinsip kemantaatan

Penjatuhan hukuman disiplin terschul membawa manfaat untul merubah
perilaku Pegawai Negeri Sipil vang Lelirg

Prinsip konsistensi

Reputusan penindakan vang pernah diambil atay dijatuhkan pada Pegawai

Negerl Sipil yang bersangkutan menjadi pedoman dalam penindakan untuk
kasus vang sama.

4. Prinsip kepastian hukum

Penindakan lerhadap setiap polamggaran disiplin huarus didasarkan pada
Kelentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku
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Adapun tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
sebagai berikut ;*"'

[ Teguran lisan _ _—
a Dcjabat yang berwenang memberitahukan kepada Pegawar Neger Sipil
rentang pelanggaran disiplin vang telab dilakukan o
Pernyataan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin tersebut wajib diberitahukan secara tertuils
oleh pejabat vang berwenang kepada pejabal yang mengurusi masalah
kepepawalan
2. Teguran tertehs
Ditetapkan dengan surat keputusan dan di dalamnya disebutkan pelanoraran
disiplin vang dilakukan olch Pegawar Negeri Stpid vang bersangkutan.
3. Pemyataan tidak puas secara tertulis
Dhtetankan denpan surat keputusan dan didalamnya disebutkan pelanggaran
disiplin vang dilakukan oleb Pegawai Negerl Sipil vang bersanghutan.
4. Penundaan kenatkan gaji berkala
a. Ditetapkan dengan  sural  keputusanm  dan  didalamnva  disebutkan
pelanguaran disiplin yang dilakukan oleh” Pepawa: Negeri Sipil yang
bersangkulan
b. Ditetapkan untuk masa sekurang-kurananyva 3 (tiga) bulan dan untyk masa
paling lama 1 (satu) tahun
¢. Masa penundaan gaji berkala dihitung penuh unluk masa kenaikan gaji
berkala berikutnya
5. Penurunam gap
a. Ditetapkannya dengan sural kepuiusan dan didalamnya  disebutkan
pelanggaran  disiplin  yang dilakukan Pegawai Negen Siptl yang
bersangkutan
b. Penurunan Zajl sebesar 1 (satu} kalrgaj kenmkan ga) berkala
¢. Masa penurunan sekurans-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
{satu) tahun
d. Setelah masa hukuman selesatr, maka vaji pokok Pegawai MNegeri Sipil
akan kembalt sepert semula
€. Muasa penurunan payi tersebut dibitung penub untuk masa kenaikan gaj
berkala benkutnya
f. Apabila dalam menjalani hukuman disiplin, Pegavwai Negeri Sipil tersebut
mempunyal hak untuk kenwkan gap berkala, maka kenatkan gap berkala
tersebut diberikan techitung mulai bulan beributoya sctelah berakbhimya
menjalani hukuman.
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&, Penundaan kematkan pangkat

.

Ditetapkan  dengan  surat  keputusan  dan didalamnva disebutkan
pelanggaran  disiplin yang  dilakukan  Pegawal Negen Sipil vang
bersangkulan

Ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnva 6 (enam) bulan dan paling
lama 1 {zaw) tahun terhitung mulat tanggal kenathan pangkat vane
bersanykutan dapat dipertimbangtan,

7. Penurunan pangkat

8.

d.

d.

Ditetapkan dengan surat  keputusan dan  didalamnyva  disebutian
pelanggaran disiphin yang  dilakukan Pegawal Negeri Sipil vang
barsangkutan

Ditctapkan untuk masa sckurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling
lama 1 {satu) tahun

ctelah selesal menjalani masa hukuman, pangkat Pegawai Neper Sipil
yang bersangkutan olomatis kembakli ke pangkat semufa
Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman, dihitung sebagai
masa kerja untuk kenatkan pangkat bertkutnya
Kenaikan pangkat berikatnva bara dapat dipertimbangkan setelah Pegawai
Negeri Sipil yang bersanghutan sckurang-Kurangnya telah 1 (satu} tahun
dikembalikan pada pangkat semuta

Pembebasan jabatan

&,

Ditgtapkan dengan  surat keputusan dan didalamnya  disebutkan
pelanggaran  disiplin - yang dilakukan - Pegawai  Negeri Sipil - yang
bersangkutan

Selamg menjalani hokuman  disiplin, Pegawai Negeri  Sipil vang
bersangkutan masih tetap menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan

fabatan

Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan baru dapat diangkat lagi dalam
suaty jabatan setelah sekurangturananya 1 {salu) tahun menjalani
hukurnan

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

.

Ditetapkan | dengan surat  keputusan  dan  didalamnya  disebutkan
pelanggaran  disiplin yang  dilakukan Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan

Pegawar Negeri Sipid vang diberhentikan dengan hormat tidak alas
permuntaan  sendint diberikan  hak-hak keperawaian  sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku

10. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

d.

Ditclapkan  dengan  surat  keputusan dun  didalamnyva  disebutkan
pelanggaran disiplin  yang dilekukan Pegawai Negerl Sipil vang
bersanghkutan



b, Pegawal Negert Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagal
Pegawar Negen Sipil tidak diberikan hak-hak kepegawaunnya kecuals
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai penvampatan hukuman disiphin, Pegawar Negen Sipil vang
dijatuhi hukeman disiphn dipanggi| untuk menenma keputusan hukuman disiplin,
Apabila vang bersangkutan tidak hadiz, maka dikirunkan pangeilan yang kedua
Apabila pada panggilan kedua lerschut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan
dianggap telah menenima keputusan hukuman disiplin tersebut,

Penyampaian  hukuman disiplin difakukan  sendiri oleh pejabat vang
berwenamg Namun bila tempat antara Pcgawal Negeri Sipil yang dijatuhi
hukuman disiplin dengan pejabat yang berwenang berjauhan, maka pejabat vang
berwenang dapal  menunjuk pgabat lan  dalam  lingkupgannva  untuk
menvampalkan hukuman tersebut. Khusus antuk hokuman  disiplin yang
ditctapkan dengan keputusan Presiden, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
vang bersangkutan oleh pimpinan instansi induknya,

Bag: Pegawal Negerl Sipil yang tidak menerima hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadamva, maka vang bersangkutan dapat mengajukan keboratan
kepada alasan pejabal vang berwenang menghukum, Dalam hal menzajukan
keberatan hukuman disiplin, ada jenis hukuman disiphin vang tidak dapat diajukan
keberatan dan ada pula jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan

sebagal berikut -
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Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan
a. Hukuman disiplin vang dijztubkan oleh Presiden
Hukuman disiphin ningan vang dijatuhkan pejabat yang berwenang
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menten, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Tinggl Negara, Pimpinan Lembaga
Pemenintah Non Departemen, Pojabat Pembing Kepegawaran Dagrah,
terhadap jenis hukuman disiplin
1} Penundaan kenatkan gajl berkala
2} Penurunan paji
3) Penundaan kenaikan panghat
4} Penurunan pangkat
d. Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan

Pegawal Negeri Sipil yane dijatuhi salah satu hukuman disiplin selain
vang tersebut i atas, dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat vang
berwenang menghukum melalui saluran hirarkhi Keberatan tersebut diajukan
sclambat-lambatnva (14 (empat belas) har techitung mulai tangeal yang
bersangkutan  menerima  keputucan hukuman disiphn. Keberatan vang
digjukan melebihi waktu 14 {cmpat belas) han diangsap kadaluwarsa dan
tidak brsa dipertimbangkan,
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan
kepepawalan ( BAPEK ),
Pegawal Negeri- Sipil vang berpangkat Fembina golongan ruang [Via ke
bawah yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak
alas permimaan sendiri Jun pemberheniian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai  WNegeri Sipil dapat mensajukan  keberatan kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian Keberatan rerschut dilakukan secara hirarkhi dan
tidak melebihi wakiu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima keputusan hukuman. Keberatan vang diajukan setelah
[4 {empat belas) hari dignggap kadaluwarsa dan tidak dapat dipertimbangkan

[ P = o

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) vang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomeor 67 Tahun 1980, merupakan suatu badan yang

berkedudukan di bawzh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan

Pertimbangan Kepegawaian tersebut mempunval tugas sebagai berikut -

I

Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh

Pegawai Negert Sipil vang berpangkat Pembina golongan ruang |Via ke
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bawah, tentang hukuman disiplin vang dijatuhkan kepadanya berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang mengenai hukuman

disiplin pemberhentian dengan hormat tidak ais permintaan sendiri dan

pemberhentian tidak dengan hormat schagat Pepawai Negeri Sipil

Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai usul penjatuhan

hukuman disiplin pemberhentizn dengan hormat tidak atas permintaan sendi

dan pemberhentian tidak dengan hormat schagai Pegawar Negeri Sipil vang

berpangkat Pembina tingkat | golongan ruang IV/d ke atas. serts pembebasan

dari jabatan bagi pejabat esclon | yang diajukan oleh Menteri. Jaksa Agung,

Pimpinan  Lembaga FerlinggiTingai Negara, dan Pimpinan  Lembaua

Pemerintah Non Departcmen,

Selanjutnya mengenai berlakunva keputusan hukuman disiplin lerhadap

Pegawar Negeri Sipul vang dijatubi hukuman disiplin, berlaku kelentuan ¥

Lad

Jenis hukuman disiplin ringan mulai berlaku sejak tanggal disampaikan
Keputusan hukuman disiplin vang dijatubkan oleh Menter,
Pimpinan Kesekretariatan Lembagy Temingui, Tinggi Nepara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departernen, Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah mulai berlaku sejak tangeal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yvang dijatuhl hukuman, kecuali gtk Jenis hukuman disiplin pemberhentian
dnegan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila tidak ada keberatan, makz berlaky pada hari ke [5 (lima belas)
lerhttung mulai tanggal disampaikan, untuk jenis hukuman disiplin

2. Penundaan kenaikan gaji berkala

b. Penurunan gaji

.

¢ Penundaan kenaikan pangkat
d. Penurunan pangkat

Jaksa Agung.

“ Ihid.
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e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
f  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagat Pegawai Negeri Sipil

5. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak keputusan atas keberatan itu
ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan
Pertimbangan Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin
a. Penundaan kenaikan gaji berkala
b. Penurunan iuji
¢. Penundaan kenaitkan pangkat
d. Penurunan pangkat
e, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan scndiri
{. Pemberhentian tidak dengan hormat scbagai Pegawal Negen Sipil

6. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak hadir pada waktu penyampaian kepulusan
hukuman digiplin, maka hukuman disiplin lersebut mulai berlaku pada hart ke
30 {tiga puluh) terhitung mulap tanggal vang ditentukan untuk penyampaian
keputusan hukuman tersebut.

Bagi Pegawal Negeri Sipil yang meninucal dunta atau mencapai batas usia
pensiun vang dijatuhi hukuman disiplin. penundaan Kenaikan pajl berkala,

penurunan gajl atau penurunan pangkat, dianggap - telah sclesal menjalam

hukuman disiplin tersebul.

. Hambatan-hambatan alam Pelaksansan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Kuduos

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Suyono, Ms1 sclaku Kepala
Badan Kepegawaian Dagrah Kabupaten Kudus, bahwa dalam  pelaksanaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dari pihak Pemerintah Kabupaten Kudus sendin
tidak ada hambatan vang berarti. Hambatan tersebut justru berasal dan Pegawat
Negen Sipil yang bersangkutan sendini antara lain @
|. Tidak adanya sikap mau mentaati semua kewajiban dan menjauhi larangan-

larangan sebagai Pegawal Neger Sipil
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Tidak adanya kesanggupan seorang Pegawal Negen Sipil untuk mentaati
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang

Kurangmya tasa tanggung jawab seorang Pegawal Negen Sipil dalam
menjalankan tugas vang diberikan kepadanya oleh atasan vang berwenang
Kurangnya kesadaran berdisiplin dalam bersikap dan berperilaku di dalam
linskungan kerja sehari-han

Kurang baiknya mental dari Pegawai Negeri Sipil vang bersanghutan

. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil wawancdra dengan Drs. Suveono, Msi sclaku Kepala

Badan Kepepawatan Dacrah Kabupaten Kudus bahwa upava-upaya vang

ditakukan oleh Pemerintaly Daerah Kabupaten Kudus dalam mengzatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan disiplin Pegavwar Negerr Sipil lersebut di atas adalah

b

Diadakannya apel bagi Pegawai Negeri Sipil, baik apel jam masuk (pagi)
maupun apel jam pulang (siang) kena i hngkungan Pemerintah Kabupaten
Rudus.

Apel sebagaimana dimaksud adalah sebagar salabh satu alat untuk
mencapai kesadaran disiplin Pegawal Negen Sipil, tiik berat pelaksanaannya
adalah ditaatinya dan dipenuhi jam kerja pegawar sesuai Surat Edaran Menteri
Penertiban Aparatur Negara Nomeor 08 / S5E / MENPAN / B0 tanggal 25

Ctober 1980 minimal 37 jam 30 menit dalam wakiu 1 (satu} minggu



2. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan untuk dibina oleh Tim

Pembina dan Satuan Tugas Pengawasan dan Peneitiban Disiplin Pegaveai di
lingkungan Pemenntah Kabupaten Kudus.

I'm Pembuna dan Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Dismpdin
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor : 800 / 057 / 2004 tentang Pembentukan Tim Pembina
dan Satuan Tugas DPengawasan. dan Penertiban Disiplin Pegawai  di
Lingkungan Pemenintab Kabupaten Kudus bertugas -

4. Tim Pcmbina
1}, Merumuskan kebijakan-kebijakan  dalam  rancka  peneawasan,
pencrtiban dan | peninghatan kedisiplinan pegawal di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus.
7). Melaksanakan pembinaan  secarns umum - dalam  usaha  untuk
meningkatkan kedisiplinan pegawal,
b. Satwan Tugas Pengawasun dan Penertiban Disiplin Pegawai
1. Mclaksanakan koglatan pengawasan dan penertiban disiplin pegawai
2). Membantu dan memberikan saran kepada punpinan unit kerja dalam
pengawasan dan penertiban disiplin pegawal

Untuk melaksanakan tuwas torschut, Satuan tugas diben wewenang
uniuk bertindak
a. Memeriksa absen datang | pulang, absen [ ijin kelnar, dan absen fain {SKJ

[ jalan cepatj dart pegawai.
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b. Melaporkan pegawai yang melakukan pelangeacan disiplin kepada pejubat
yang berwenang.
3. Diadakannya pembinaan mental atau siraman rohani setiap hari Sabtu bagi
Pepawai Neperi Sipil baik yany beragama Islam maupun vang beragama
non Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus,
Pembinaan mental atau siraman robani (tersebut bertujuan uniuk

membina mental Pegawai Neger

-

Sipil agar mempunyal kesadaran untuk

UNISSULA
etllal/Igml lelnala




BAB IV
PENLTLP

A. hesimpulan
Serdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelurmnnya

vallu mengenal lmplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Disiplin Pegawai Negert Sipil di Kabupaten Kudus, maka penulis dapat
menyimpulkan sebagat berikut :

Pelaksanaan Peraturan Pemeérintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin

Pegawal Neger Sipil di Kabupaten Rudus herjalsn denean baik karena

adanya kescriusan Pemerintah Kabupater Kudus untuk melaksanakannya,

Hambatan-hambalan yang dialami dalam rangka pelaksanaan disiplin Pegawai

Negeri Sipil berasal dari Pegawai Negeri Sipil vang bersanokutan sendiri

antara lain ;

a. Tidak adanya sikap mauc mentaati semua kewajiban dan menjauhi
larangun-larangan scbhagal Pegawai Neecr Sipil

b. Tidak adanya kesanggupan seorang Peoawai Neaeri Sipil untuk mentaati
perintah kedinasan vang diberikan oleh atasan yang herwenang

¢, Kurangnva rasa tanpgung jawab scorane Pegawar Negeri Sipil dalam
menjalankan tugas yang diberikan kepadanva oleh atasan yang berwenang

d. Kurangnva kesadaran berchsiplin dalam berstkap dan berpenlaku ¢ datam

lngkungan kerja sehari-han

44




¢ Kurang baiknya mental dari Pegawai Negerd Siptl vang bersangkutan

el

Upaya-upaya vang ditempuh dalam mcngatasi hambatan yang dialami dalam

pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah -

a. Diadakannya apel bag Pegawai Negeri Sipil, baik apel jam masuk (pagi)
maupun apel jam pulang (siang)

b, Pemangeilan Pegawar Negen Sipil vang bersangkutan untuk dibina oleh
1'im Pembina

¢. Diadakannya pembinaan mental atau siraman rohani sctiap hari Sabtu bags
Pegawar Negen Sipil yang beragama Islam maupun vang heragama non

Islam

B. Saran
Dengan adanya hasit penclitian beserta pembahasannyva penulis ingin
memberikan sacan sehubungan dengan |udul skripsi sebagai Berikut ;

I Agar disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat tercapai dan tepat sasaran, maka
Peraturan Pemermiah Nomor 30 Tahun 1980 sebapai salah salu perangkar
pembinaan Pepawal Negert Sipil harus dijalankan denoan baik

2. Sctiap Pegawar Megen Sipil dalam menjalankan tugas hendaknya selalu
berdisiplin dan mentaati peraluran perundang-undangan dan  peraturan
kedimasan yang berlaku

3. Pejabat atasan hendaknya dapat menyadi teladan vang baik bagi bawahannya



A

I3,

DAFTAR PUSTAKA

Buku
A Ridwan Halim, 1991, Hukum Administrasi Negara Dedan farmva Jawalh,

Ghalia Indonesia, Jakarta

AS., Moenir, 1983, Pendebatun  Manuswowr  dan Clrganisast  Terfiadap
Fembinaan Kepegawalan, Gunung Agung, Jakarta

Dewan Pembina Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia, 1978, Hinmpiaan
Hasi-Hasil Musyawaralt Nasional Pertama Korps Pegawa Kepuehlik
fndonesia Tatnn 1978, Jakarta

Djoko Prakoso, 1999, Hukwm — Adedminiserasi Kepegaweian, Dahara Price,
Semarang

E. Utrecht, 1964, Pengantar Hubum ddmivisireas: MNemara fudonesic, Balai Buku
lchtiar, Jakaria

Kantor Regional [ Badan Kepesawaian Negara Yogvakarta, 2004, Moarerd Ditlur
feknts Munajemen Kepegaovaion, Yourvakarta

Ronny Hanitijo Sﬂcmitm,_ 1996, Metodirlogi Penelitian Hiukum dan Jurimeir:,
Ghalia Indonesia, Jakaria

S.F. Marbun, 1987, Pokok-Pokok  Hukum Administrasi Negora, Liberty,
Yoeyakarta

Sudibyo Triatmodjo, 1983, Hukum Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Jukarta
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan HBahasa, 1990,
Keamus  Besar  Bahasa  Indonesta  Departeimen  Pendidikan  dean

Kehudavaan, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Redaksi Sinar Grafika, 2002, Garis-Garis Besar Haluan Negara [999 2004,
Sinar Grafika, Jakarta

2003, Undang-Tindang  Kepegawaian, Sinar Grafika,
b 15 FAS

Jakarta



Redaksi PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1989, / fimpunean Peraturan Perundns-
widungan Republik Indonesw, PT. Intermasa, Jakara

CV., Eko Java, 1999, ¢ fimpunan Peraturan Perundange-undangan Hepuibiik
Indonesra Tadin 1999, Lko Jaya Print. Jakarta

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan
Pertimbangan Kepegawaian

Surat Edaran Menteri Pencriiban Aparatur Negara Nomor 08/SE/MENPAN/R0
Tanggal 25 Oktober 1980 Tentang Jam Kerja Pegawal Negeri Sipil

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor
23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiphin
Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2004 Terntang Pelaksanaan Apel Bayi
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Keputusan Bupati Kudus Nomur 7 Tahuit 2004 Tenang Netralitas Pesawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pengaruh Partai Politik /
Kegiatan Politik Mraknts

Keputusan Bupati Kudus Nomor 800 / 057 /2004 entang Pembentukan Tim
Pembina dan Satwan Turas Pengawasan dan Penertiban Disiplin
Pegawai di Lingkengan Pemerintah Kabupaten Kudus,

Surat Edaran Bupati KDH TK 1T Kudus Nomer 061/2179.97 Tangual 27 Mei
[995 Tentang 9 (Sembilan) Jalur Digiplm



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JI. Simpang Tujuh No.1 Kudus & (0291) 444164 — 444167 Fax. 439300
KLDUS 359313

= —

SURAT KETERANGAN
NOMOR: goo /1437

Yang bertandatangan di bawah ini

a. Nama . Drs. SUYONO, M.Si.
b. Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus
dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama - TUTIK LESTARI SETIYANINGSIH
b. Pekerjaan - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Isiam Sultan
Agung Semarang
c. Alamat ¢ dlo RA Miati No. 43 Rt.03 Rw.01 Miati Kidul Kecamatan

Kota, Kabupaten Kudus
benar-benar telah mengadakan penelitian  untuk menyusun skripsi dengan judul

‘Implementasi PP Nemor 30 Tahun 1980 lentang Disiplin Pegawai Negeri * pada tanggal
8 Juli 2004 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya,

Kudus, 16  Juli 2004




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PENGOLAHAN DATA DAN ARSIP DAERAH

J1. Simpang Tujuh Ne. 1 Kudus Telp. (0291 ) 444164 ps. 28

KUDUS 59318

SURAT REKOMENDASI RESEARCH /SURVEY

Nomor : 070 / 226 / 2004

I. DASAR : 1. Sorat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 tanggal 18 Juni 1981 Perihal
Surat Keputusan Dircktorat Jendral Sosial Politik Nomor 14/ 198] Tentang
Surat Pemberitahuan Penelitian,
2. Peraturan Daergh Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kab Upaten Kudus,

Il. Menunjuk surat - 1, Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah Nomor
2, Surat dari UNIVERSITAS ISTAM SULTAY ACTIG ( PAEULPAS Wliow )

Tanggal : 1 Juni 2004 Nomor : 516 /B.1/35-8/v/ 2008
3. Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus,
Tanggal ;16 Juni 2004 Nemor ; 970 / 59/v1/2004

lIl. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data Dan Arsip
Dacrah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupat Kudus, bahws pada prinsipnya Pemerintah Kahupaten
Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat meogijinkan atas pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah

Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :

LNama

2, Peketjaan

3. Alamat

4. Penangpung Jawab

3. Maksud tujuan Research / Suryey

0. Lokasi

« TUTTH LESTARL SEDIYANTHGSTH

'y MEZASTSWA

s JL.Bh Mlati We.d? Rt.0° B latl Kiéul Hudus.

: Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi :
. Ihplenentaot Perpburan Pemextntan Nomer 30 “ahun
19&& rI'en'l:.-xng Ii=iplin Pegaval Nogeri ",

--------- ||...an""..-..--..an.-..-..---..-..u--....-..,,..u.....u......

¢ Kabupaten Kudus,

dengan ketentuan sebagai berikut :
a,

Pelaksanaan Research / Survey tidak disalahgunakan uniuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu

kestabilan Pemerintah,

b. Sebelum melaksanakan Research s Survey langsung kepada responden harus terlebih dahuly
melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat,
¢. Setelah Research / Survey selesai, Supaya menyerahkan hasilnya ke Kantor Litban glahtasipda Kabupaten

Kudus.

IV, Surat Rekomendasi Research/ Survey ini berlaky dari tangpal : 15 Funi sampai dengan 16 September 2004

TEMBUSAN Yth. :
[. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Linmas Kab, Kudus,
2. Kepala Dinas / Instansi  terkait,

3+ Eepnla Facan Xepegowenr Dmerch.

Dikeluarkan di : Kudus
. 16 September 2004

; Litbanglahtasipda
pbpaten Kuodus

| emhinn
NIF 500 675 961



IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
30 TAHUN 1980 TENTANG DISIPLIN PEGAWALI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) llmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara

Diajukan Oleh :
TUTIK LESTARI SETYANINGSIH
03.200.5447

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004



SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
30 TAHUN 1980 TENTANG DISIPLIN PEGAWALI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS

- A

UNISSULA
ﬂ‘:"'- iéﬁ?l B 'f@"
)

(Widayati, SH., M.Hum)



SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Tutik Lestari Setyaningsih
03.200.5447

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 September 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
K etua,

ol 7

H. Mahfudz Ali, SH.,Msi
Anggota Aﬂf% .
T

Rakhmat Bowo Suharto,SH. MH Widayati, SH.,, M.Hum

Mengetahui,
Dekan,

{

H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum

1l



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah, dengan sent kehidupan menjadi halus,
dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna

2. Tidak dengan mudah menusia berjuang, tetapi dengan perjuangan manusia akan
memperoleh kemudahan

II"'. I |i ? s ? Ill L A adik-adikku tersayang
Ll © Fakultas  Hukum

Universitas  Islam Sultan Agung

ndaku vang tercinia

Semarang
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa kedudukan dan peranan Pegawai
Negeri Sipil adalah penting bahkan sangat menentukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan untuk mencapal tujuan nasional, yang
diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan
rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang -
Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indenesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan Kehidupan bangsa, dan ikul melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan
nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang
direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap,
bersungguh — sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui TAP MPR RI NO.IV/IMPR/1999 tentang Garis — Garis Besar
Haluan Negara dinyatakan pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan

berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu



pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang
merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara,
dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan
pegawail negerl,

Dalam bidang pemerintahan kedudukan pegawai negeri adalah sebagai
aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan negara dan bangsa, abdi negara
dan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk setia dan taat kepada
Pancasila, Undang — Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, dan kewajiban
untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab.

Selanjutnya di dalam Mukadimah Anggaran Korps Pegawai Republik

Indonesia pada alinea ketiga dikemukakan :
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“Bahwa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila, diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa dan mampu
melaksanakan tugas pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat
yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas - tugas pembangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat™."

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut
diatas, mengingat pegawai negeri merupakan alat yang ampuh untuk
menyelenggarakan tugas — tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ' penuh Kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang — Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang
bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas
tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnva sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas aparatur negara melalui
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 Mengenai Penyelenggara Negara

dinyatakan bahwa ;

! Dewan Pembina Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia, Himpunan Hasil-Hasil

Musyawarah Nasional Pertama Korps Pegawai Negeri Republik [ndonesia Tahun (978, Jakarta, 1973,
hal. 77



“Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki
kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier
berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi™”

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas diperlukan
pembinaan dengan baik atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diadakan pembinaan secara
terus menerus, sehingga dapat melaksanakan fugasnya dengan baik sesuai dengan
kedudukan dan peranannya terscbut.

Pembinaan kepegawaian diarahkan pada terwujudnya kepegawaian negara
vang handal, mantap dan memiliki kesetiaan penuh kepada negara dengan
mengembangkan karier berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Upaya tersebut terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, penugasan,
bimbingan dan konsultasi serta pengembangan motivasi, moral, etika, dan disiplin
kedinasan yang sehat didukung dengan penataan dan penetapan standarisasi
pegawal menurut jenis dan jumlahnya secara rasional. Di samping itu sistem
kepegawaian yang mantap perlu dilengkapi dengan sistem pemberian
penghargaan secara wajar serta sanksi secara tegas dan proporsional.

Pegawai Negeri Sipil bukan saja unsur aparatur negara, tetapi juga adalah

abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah — tengah masyarakat dan

* Redaksi Sinar Grafika, Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, Sinar Grafika,
Jakarta, 2002, hal. 25



bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu dalam melaksanakan
pembinaan selain dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, juga harus
dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal itu bertujuan agar ada
keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri Sipil
sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara
kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri Sipil sebagai perorangan
maka kepentingan dinas yang diutamakan.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu
dengan pengaturan pembinaan vang seragam, baik bagi Pegawai Neger Sipil
Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman
pembinaan tersebut maka di samping memudahkan penyelenggaraan pembinaan,
dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum
bagi segenap Pegawar Negeri Sipil.

Adapun salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil ini juga akan
mempengaruhi karr dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka membina Pegawai Negeri Sipil, sebagai landasan untuk
melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diperlukan adanya suatu
undang — undang pokok kepegawaian yaitu Undang — Undang Nomor 8 Tahun
[974 dan kemudian telah disempurnakan lagi dengan adanya Undang — Undang
Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur tentang kedudukan, kewajiban, hak dan

pembinaan Pegawai Negeri Sipil.



Untuk menunjang kelancarannya, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tujuan
diadakannya peraturan disiplin ini adalah untuk menjamin tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian maka pembinaan terhadap aparatur pemerintah,
khususnya bagi para Pegawai Negeri Sipil perlu mendapatkan perhatian yang
serius guna meningkatkan kecakapan, ketrampilan dan pengetahuan, selain itu
pula adanya rasa pengabdian dan kesetiaan dari aparatur itu sendiri.

Dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum penulis
masih melihat pelanggaran disiplin pada jam kerja. Hal ini terlihat dari beberapa
Pegawai Negeri Sipil vang berada di warung makan pada jam kerja tanpa seijin
atasannya langsung. Selain itu ada Pegawai Neveri Sipil yang juga sebagai ibu
rumah tangga pulang untuk belanja dan masak kemudian kembali ke kantor
setelah jam istirahat siang, Dalam hal ini jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan kurang berdisiplin. Terhadap pelanggaran tersebut Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam hal ini ingin mengetahui
lebih jauh tentang pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan adanya Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kabupaten Kudus.



Oleh karena itu penulis mengambil judul : “IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KUDUS *

B. Perumusan Masalah
Uraian vang panjang lebar dan pembahasan yang melampaui batas
lingkup permasalahan akan mengakibatkan para pembaca jadi sulit memahami
tulisan itu sendiri. Agar penulisan skripsi ini dapat terarah pada sasaran serta
menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya, penulis telah dapat
mengidentifikasikan permasalahan yang timbul dengan merumuskan hal — hal
sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Disiplin Pegawai Negen Sipil di Kabupaten Kudus ?
2. Hambatan — hambatan apa saja vang dialami dalam rangka pelaksanaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil ?
3. Upaya apakah yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam

pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil 7

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
l. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Kabupaten Kudus.



2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan vang dialami dalam rangka

pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lad

Untuk mengetahui upaya yang harus ditempuh dalam mengatasi hambatan

vang dialami dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. Kegunaan Penelitian

Secara praktis, skripsi ini merupakan karya ilmiah untuk memberikan
sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan
saran atau langkah yang lebih baik untuk kelancaran pelaksanaan disiplin
Pegawai Negen Sipil.

Bagi penulis sendiri skripsi ini sangat besar manfaainya dalam rangka
mempelajari dan mendalami pengetahuan administrasi kepegawaian dalam

kegiatan disiplin Pegawai Negeni Sipil.

. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan
skripsi ini sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian



yang menggunakan faktor — faktor yuridis juga mendasarkan pada faktor —
faktor sosiologis, yaitu berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan.”
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau
menggambarkan obyeknya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan
mendapatkan atau memperoleh suatu jawaban. Lokasi penelitian yang penulis
teliti adalah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini, yang bersumber
langsung dari keterangan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung penelitian ini yang bersumber
dari peraturan perundang — undangan, literatur dan dokumen — dokumen

resmi yang relevan dengan obyek penelitian.

? Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1988, hal. 35



5. Metode Pengumpulan Data

maka untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan obyek penelitian ity

diperlukan teknik Pengumpulan data vang tepat,

Adapun data — datg tersebut diperoleh dari hasi| penelitian dengan

menggunakan metode pengumpulan sebagai berikuyt -

a)

b)

Studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data yang bersifat

sekunder. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teroritis berupa

pendapat maupun tulisan dari pibak’ yang berwenang dan juga untuk

memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi
dari naskah — naskah yang ada, yang berhubungan erat dengan masalah
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua ini dapat diperoleh dari buku —
buku serta sumber — sumber lain,

Studi lapangan

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data vang bersifat
primer. Dalam hal mendapatkan data yang diperlukan, dilakukan dengan
wawancara bebas terpimpin dengan pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kudus. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu telah
mempersiapkan daftar pertanyaan sebagal pedoman, tetapi masih
memungkinkan adanya variasi - variasi pertanyaan yang disesuaikan

dengan situasi ketika wawancara terjadi.




6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan untuk menarik
kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan mempergunakan
metode analisis normatif — kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari
peraturan — peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan
kualitatif dimaksudkan karena analisa ini bertitik tolak pada informasi —

informasi vang diberikan oleh responden.

F. Sistematika Penulisan

E. Metode Pe::elin;ar-m
F. Sistematika Penulisan

BABII  : Tinjauan Pustaka
A, Pengertian Pegawai Negeri Sipil

B. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil



BAB III

12

C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kudus

B. Hambatan — hambatan Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kabupaten Kudus.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan — hambatan Pelaksanaan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan kata “pegawai” berarti orang vang bekerja pada pemerintah
(perusahaan dan sebagainya). Sedangkan kata “negeri sipil” berarti pegawai
negeri atau aparatur negara yang bukan militer. Jadi “Pegawai Negeri Sipil”
adalah orang yang bekerja pada pemerintah sebagai aparatur negara yang bukan
militer.”
Berikut ini beberapa pengertian Pegawai Negeri Sipil yang dikemukakan
oleh beberapa ahli antara lain ;
. E. Utrecht”
Pegawai Negeri Sipil adalah mercka yang bekerja sebagai pegawai pada
suatu badan pemerintah baik tetap maupun sementara.
2. SF Marbun®
Pegawai Negert Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi

masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 558

" E. Utrecht, Pengantar Hukum Adminisirasi Negara Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,
1964, hal. 145

% SF. Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 130



Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan.

_LrJ

A. Ridwan Halim”

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap orang yang bekerja sebagai pegawal
atau karyawan pada kantor-kantor / perusahaan-perusahaan milik pemerintah
atau negeri dan menerima gaji dan upah atau berbagai fasilitas lainnya dari
pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang sama atau seragam di seluruh
wilayah negara yakni hukum administras) negara.

4. Logemann”
Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat vang mempunyai hubungan
dinas dengan negara.

Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku, pengertian Pegawai
Negeri Sipil tidak dibuat dalam suatu rumusan yang belaku umum, tetapi hanya
merupakan suatu rumusan vang khusus berlaku dalam hubungan dengan
peraturan yang bersangkutan,

Menurut Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Pasal |
angka 1 yang disebut Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi

" A Ridwan Halim, Hukum Adminisirasi Negara dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1991, hal. 114

* Logemann, dalam Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Balai Buku Ichtiar,
Jakarta, 1967, hal. 164



tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
|. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-
Departemen, Kesckretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Instansi
Vertikal di Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau
diperkerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Oleh karena Lembaga Tertingei / Tinggi Negara sekarang sudah tidak
ada lagi, maka menurut penulis yang termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah Pegawai Negeri Sipil vang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, dan Kesekretariatan Lembaga Negara.

2. Pegawai Negen Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah

Daerah, atau diperkerjakan di luar instansi induk,
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B. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap
peraturan tata tertib Pegawai Negeri Sipil yang harus ditaati oleh setiap Pegawai
Negeri Sipil.”’ Adapun tujuan diadakannya disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
untuk menciptakan keadaan di lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan
berhasil guna melalui sistem pengaturan yang tepat.””

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas seorang
Pegawai Negeri Sipil maka diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
vaitu peraturan yang mengatur fentang kewajiban. larangan dan sanksi apabila
kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar olch Pegawa Negeri Sipil."'"

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa
peraturan disiplin. diadakan tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan pidana, hal ini berarti bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil
yang dijatuhi hukuman disiplin dapat dituntut di depan pengadilan apabila
perbuatan itu juga merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 yang meliputi :
|. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

2. Larangan Pegawai Negeri Sipil

9 AS Moenir, Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian,
Gunun% Agung, Jakarta, 1983, hal. 181
“ 1bid.

") Dioko Prakoso, Hukum Administrasi Kepe gewaian, Dahara Prize, Semarang, 1991, hal. 114
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n

Hukuman Disiplin

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Keberatan atas Hukuman Disiplin

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Badan Pertimbangan Kepegawaian

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok

yaitu : 2

+

2}

Yang berhubungan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah meliputi

a,

b.

.

d.

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
Tahun 1945, Negara dan Pemerintah

Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri
sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan negara oleh keépentingan golongan, diri sendiri, atau pihak
lain

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan
Pegawai Negeri Sipil

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
negara

Yang berhubungan dengan ketaatan kepada segala peraturan perundang-
undangan dan melaksanakan tugas kedinasan, meliputi :

a.

Mengangkat dan mentaatr sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan
sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
vang berlaku

Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang
langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara
umum

Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

') Sudibyo Triatmodjo, Hukum Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 146



d. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan
kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil

e. Segera melaporkan kepada atasannya. apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di
bidang keamanan, keuangan, dan material

f. Mentaati ketentuan jam kerja

g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

h. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya

i. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing

j. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya

k. Membimbing bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya

. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya

m. Mendorong bawahannva untuk memnekatkan prestasi kerjanya

n. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan
kariernya

o. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan

p. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan
santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap
atasan

q. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama
atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, vang berlainan
Menjadi teladan sebagai warca negzara vang baik dalam masyarakat
Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
vang berlaku

t. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang

u. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan
yang diterima mengenai pelangearan disiplin.

Yang berhubungan dengan ketaaian untuk menvimpan rahasia jabatan yaitu

menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

IL-J

Larangan Pegawai Negeri Sipil vang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juga dapat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok yaitu 13

") Ibid., hal. 150



Yang berhubungan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah meliputi :

a.

b.

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
negara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara.

Yang berhubungan dengan ketaatan kepada segala peraturan perundang-
undangan dan melaksanakan tugas kedinasan, meliputi :

a.
b.
c.

d.

Menyalahgunakan wewenang

Tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik
negara

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau
meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik
negara secara tidak sah

Melakukan tindakan vang bersifat negatif dengan maksud membalas
dendam terhadap bawabannya atau oang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya

Menerima hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
Juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau -mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Memasuki tempat-teinpat yang dapai mencemarkan kehormatan atau
martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya

Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi pemerintah
Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya
berada dalam ruang lingkup kekuasaannya

. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam

ruangilitngkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu
sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat

langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya
perusahaan

Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan,
menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang



berpangkat Pembina golongan ruang [V/a ke alas atau yang memangku
jabatan eselon [. _

o. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
fain.

3. Yang berhubungan dengan ketaatan untuk menyimpan rahasia jabatan yaitu
membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara vang disetujui karena
kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Hukuman disiplin adalah hukuman vang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri

Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.""

Adapun bentuk pelanggaran disiplin bermacam-macam bentuknya, seperti
vang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 tersebut di atas.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri
Sipil yang tidak mentaati ketentuan tentang kewajiban-kewajiban dan melanggar
ketentuan-ketentuan tentang larangan-larangan, baik itu dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja."”’

Ucapan vang dimaksud di sini adalah setiap kata-kata yang diucapkan di
hadapan atau dapat didengar oleh orang lam, seperti dalam rapat, ceramah,
diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau dengan alat komunikasi
lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tulisan adalah pernyataan pikiran dan

atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk

gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dan yang

" Djoko Prakoso, op. cit, hal. 114
**) Sudibyo Triatmojo, op.cit., hal. 163
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dimaksud  dengan perbuatan  adalah  memperbanyak, mengedarkan,
mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan
atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk tidak mentaati ketentuan
tentang kewajiban dan larangan kecuali apabila hal itu dilakukan untuk
kepentingan dinas.'”

Dalam hal melakukan pelanggaran disiplin, Pegawai Negeri Sipil dapat
dikenakan tindakan berupa hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana. Selanjutnya hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi
menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau
ringan pelanggaran - yang diperbuai, serta akibat yang ditimbulkan atas
pelanggaran tersebut.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dapat
dikenakan hukuman disiplin yang terdirt dari tiga tingkat yaitu :

I. Hukuman disiplin ringan
2. Hukuman disiplin sedang
3. Hukuman disiplin berat

Adapun jenis-jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut -

I.- Menurut Pasal 6 ayat (2), jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

) Ihid.



a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Menurut Pasal 6 ayat (3), jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama
| (satu) tahun
¢. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
3. Menurut Pasal 6 ayat (3], jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat pada pangkat vang sefingkat lebih rendah untuk
paling lama | (satu) tahun
b. Pembebasan dari jabatan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagat Pegawai Negeri Sipil
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ini tidak terdapat
perincian yang jelas untuk menentukan kesalahan yang bagaimana masing-
masing jenis-jenis hukuman disiplin tersebut dijatuhkan. Dengan demikian akan
membuka peluang terjadinya hukuman disiplin yang berbeda-beda terhadap jenis
kesalahan vang sama dilakukan. Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya patokan
vang jelas untuk menentukan jenis hukuman terhadap suatu kesalahan yang

dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus

Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus selama ini
telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terwujud karena adanya keseriusan dari
Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan kedisiplinan Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Bagi Pegawai Negeri
Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan disiplin Pegawai Negeri
Sipil akan dikenakan. sanksi tegas tanpa memandang pangkat maupun
golongannya,

Berdasarkan data yang tecatat di Badan Kepegawaian Daerah kasus
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2004 yaitu sebanyak
16 kasus, baik untuk pelanggaran disiplin ringan, sedang maupun berat. Dari
semua kasus pelanggaran disiplin iersebut telah dapat diselesaikan dengan baik
oleh pithak Pemerintah Kabupaten Kudus.

Terselenggaranya Good Governance merupakan salah satu isu dan tuntutan
masyarakat saat ini. Masyarakat berharap agar dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan, aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara

sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi,

[
el



dan nepotisme (KKN) dan selalu memenuhi kaidah peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagal unsur aparatur negara mempunyai tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yvang
menjadi beban tugasnya, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Untuk itulah kepada Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan pembinaan
yang baik. Salah satu elemen dalam pembinaan adalah dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil di samping peraturan pemerintah yang lain.

Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diundangkan dengan tujuan
agar dapat menjamin. terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Tata tertib dimaksud dapat terwujud antara lain bilamana setiap Pegawai Negeri
Sipil mengetahui dengan pasti kewajiban-kewajiban vang harus dilakukan dan
larangan-larangan yang harus dijauhi, Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 merupakan suatu peraturan yang memuat kewajiban Pegawai Negeri
Sipil, larangan Pegawai Negeri Sipil, dan sanks: apabila kewajiban dan larangan
itu dilangear.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan
pelaksanaannya dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Nasional Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
maka setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati semua kewajiban dan larangan

yang tidak boleh dilanggar.



Bahwa dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan
kepegawaian dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan pegawai,
serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas
dan kewajibannya maka diperlukan upaya menjaga netralitas pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dari pengaruh politik / kegiatan politik
praktis vaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor : 7 Tahun
2004 Tentang Netralitas Pegawai di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Kudus
dari Pengaruh Partai Politik / Kegiatan Pohitik Praktis.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, harus bersikap netral dan
menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik praktis secara
tidak sah, serta tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat.

Guna menjamin sikap sebagaimana dimaksud, berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2004 tentang Netralitas Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pengaruh Partai Politik / Kegiatan Politik
Praktis maka setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hal-hal sebagai
berikut :

I. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

2. Menjadi calon legislatif atau anggota legislatif



3. Melibatkan diri dalam kegiatan kampanye pemilu termasuk menggunakan
fasilitas oleh karena jabatannya serta mengikuti arak-arakan kampanye baik
sebagai peserta, juru kampanye dan lain-lain vang ada kaitannya dengan
kegiatan kampanye pemilu.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, maka bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus
mengajukan permohonan melalui atasan langsung. Apabila diizinkan maka vang
bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu
sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus
partai politik, apabila tidak mengajukan permchonan melalui atasan langsung,
maka dapal diberhentikan. tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan Pasal 7.ayat (4) Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun
1999. Pelanggaran terhadap ketentuan i adalah merupakan pelanggaran
peraturan disiplin yang proses penjatuhan hukumannya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Suyono, Msi selaku Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus, bahwa dalam rangka penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kerja, diperlukan adanya suatu

sarana pengawasan atau instrumen pengendali kedisiplinan antara lain :



b
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Pemberian sanksi atau hukuman disiplin

Dengan pemberian sanksi atau hukuman disiplin ini diharapkan agar setiap
Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan pelanggaran disiplin akan
berpikir dua kali untuk melakukannya.

Pengawasan melekat (waskat)

Pengawasan melekat ini dilakukan oleh atasan langsung, di mana kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu obyek yang diawasi dan nantinya
akan dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).

Penurunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3)

Setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan
mempengaruhi nilai dalam Dafiar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).
Dengan berkurangnya nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
tersebut maka akan menghambat karir dan prestasi kerja scorang Pegawal
Negeri Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka disiplin Pegawai Negeri Sipil

sangat berhubungan sekali dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP-3). Apabila Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan tidak berdisiplin dalam

melaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya menjadi

kurang baik, maka akan mengurangi penilaian dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Pegawai Negeri Sipil




akan dinilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil penilaian tersebut
kemudian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) vang
memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (P-3) seorang Pegawai Negeri
Sipil selama satu tahun yang dibuat oleh pcjabat penilai yaitu atasan langsung dari
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (P — 3) tersebut dibuat berdasarkan
buku catatan penilaian Pegawai Negeri Sipil vang meliputi catatan absensi, hasil
pengamatan sehari-hari seperti berpakaian, rambut, sopan santun, jam kerja,
mengikuti kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil
yang sedang menjalant hukuman disiplin akan lebih diperhatikan.

Tujuan dibuatnya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) adalah
untuk mengetahui perilaku. maupun prestasi seerang Pecawai Negeri Sipil dalam
lingkungan kerja schari-hari cuna memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang
obyektif di dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem Larir dan
sistem prestasi kerja.

Adapun unsur-unsur yang dimilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan tersebut meliputi ;'

l. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

2. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tanggung _jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya

[ FE]

" Kantor Regional | Badan Kepegawaian Negara Yogyakana, Materi Diklat Teknis
Manafemen Kepegawaian, Yogyakarta, 2004, hal. 52



dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang
diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

4. Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati
segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,
mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

5. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan
wewenang yang diberikan kepadanya.

6. Kerjasama adalah kemampuan seorang Pegawai Negert Sipil untuk bekerja
bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang
ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna vang sebesar-
besarnya

7. Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang
diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa merunggu perintah dari
atasan.

8. Kepemimpinan adalah kemampuan secrang Pegawai Negeri Sipil untuk
meyzkinkan grang lein sehingea dapat dikerahkan secara maksimal untuk
melaksanakan tugas pokok  (khusus. untuk Pegawai Negeri Sipil yang
{I::cbrpang}kat Pengatur Muda golongan ruang I1/a ke atas yang memangku suatu
Jabatan).

Secara langsung daftar tersebut memang tidak dapat dijadikan alat untuk
menindak bawahannya, namun merupakan sarana yang sangat ampuh dalam
rangka pembinaan dan sarana instrumen pengendalian kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil, apabila hal im dilakukan secara benar oleh setiap instansi,

Kesetiaan merupakan salah satu unsur dalam rangka penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil, karena hal-hal yang dinilai menyangkut hal-hal yang sama
dalam disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenai ucapan, sikap, tingkah laku,
dan perbuatan seorang Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, kehormatan Negara dan Pemerintah. Demikian pula mengenai unsur



ketaatan di mana sctiap Pegawai Negeri Sipil akan dinilai sikapnya mentaati
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bukan merupakan sanksi
atas pelanggaran-pelanggaran vang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, tetapi
hanyalah berupa penilaian dan dapat berpengaruh sama sebagaimana halnya
pelanggaran disiplin. Sebab penilaian dalam Dafiar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) yang terlampau rendah, dapat mengakibatkan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan ditunda kenaikan gaji berkalanya atau ditunda kenaikan
pangkatnya.

Selanjutnya yang dipakai scbagai parameter atau wkuran kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melalaikan kewajiban selaku Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan juga tidak melanggar
larangan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980. Selain itu dalam lingkungan kerja sehari-hari di Pemerintah
Kabupaten Kudus masih ada 9 (sembilan) jalur . disiplin sebagai tolok ukur
disiplin Pegawai Negen Sipil berdasarkan Surat Edaran Bupati KDH TK II

Kudus Nomor 061 /2179 / 97 tanggal 27 Mei 1995 sebagai berikut :

oy

Apel pagi dan apel siang

2. Senam kesegaran jasmani aerobik / jalan cepat
3. Keseragaman dan kelengkapan pakaian dinas
4. Lingkungan kerja vang bersih dan sehat

5. Kepastian tugas dan fungsi unit kerja



6. Laporan kegiatan harian
7. Pengawasan melekat (waskat)
8. Upacara-upacara kenegaraan
9. Pembinaan mental (bintal) dan jam pimpinan

Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
karena tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan Pegawai Negeri Sipil,
maka akan dikenakan sanksi atau dijatuhi hukuman disiplin, Tujuan
dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut adalah untuk memperbaiki, membina
dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, agar

kembali memiliki sikap ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, "™

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin adalah -

1. Presiden

a. Bagl Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c ke atas (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003), untuk jenis hukuman disiplin
1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon | dan jabatan lain yang
wewenang pengangkatan dan pemberhentian di tangan Presiden.
2. Menteri / Jaksa Agung
Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing untuk semua
jenis hukuman disiplin kecuali yang menjadi wewenang Presiden.
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
lingkungannya masing-masing, kecuali untuk jenis hukuman disiplin.

Laa

") fhid hal. 62
) Ibid., hal. 63
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a. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
b. Pemberhentian yang menjadi wewenang Presiden

4. Menteri Sekretaris Negara .
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bag
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang [V/a ke bawah di lingkungan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubemur/Bupati/Walikota)
berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Negen Sipil Daerah
dalam lingkungannya dengan memperhatikan jenis dan tingkat hukuman
disiplin serta pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil vang akan dijatuh:
hukuman disiplin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

6. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negen, dipekerjakan atau diperbantukan pada negara
sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang
mengenal hukuman disiplin ringan dan pembebasan dari jabatan.

Wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di
atas, dapat didelegasikan kepada pejabat di bawahnya yang memangku jabatan
serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang sctingkat dengan itu dalam
lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Dengan adanya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu hal yang diatur adalah
kewenangan daerah, maka Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah
mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan

Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan vang diatur dalam Surat Edaran
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Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor K.26-3/V 18-2/99

perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan
pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, ljin Perkawinan, dan Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum menjatuhkan  hukuman disiplin, pejabat yang berwenang
menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil vang disangka
melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk
mengetahui latar belakang dan motif terjadinya pelanggaran disiplin, sehingga
hukuman disiplin yang dijatubkan  benar-benar sesuai dan memenuhi asas
keadilan. Pemeriksaan. tersebut dilakukan dengan lisan atau tertulis dan secara
tertutup, apabila dipandang perlu dapat mendengar atau meminta keterangan dari
orang lain.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran
disiplin, dipanggil oleh pejabat vang berwenang untuk diperiksa. Panggilan
tersebut dilakukan secara lisan, namun bila dengan cara tersebut tidak hadir, maka
panggilan dilakukan secara tertulis; Apabila Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kcdua.
Dan apabila pada panggilan kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut juga tidak hadir,
maka pejabat yang berwenang menghuxum dapat menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan bahan-bahan yang ada.

Mengenai hukuman disiplin ringan, maka pemeriksaannya cukup dilakukan

secara lisan. Sedangkan wuntuk hukuman disiplin  sedang dan berat



pemeriksaannya dilakukan secara tertulis. Proses pemeriksaan dapat
didelegasikan kepada pejabat lain yang pangkatnya serendah-rendahnya sama
dengan Pegawai Negeri Sipil yvang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Pegawai
Negeri Sipil vang wewenang penjatuhan hukuman disiplinnya di tangan Presiden
dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan,

Bagi Pegawai Negeri Sipil vang pernah dijatuhi hukuman, kemudian
melakukan pelanggaran yang sama, maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang
lebih berat. Mengingat hukuman disiplin tersebut sifatnya pembinaan, maka ada

beberapa prinsip dalam menjatuhkan’ hukuman disiplin vang harus diperhatikan

vaitu "

I. Prinsip keadilan
Penjatuban hukuman disiplin tersebut harus sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan
2. Prinsip kemanfaatan
Penjatuhan hukuman disiplin tersebut membawa manfaat untuk merubah
perilaku Pegawar Negeri Sipil vang keliru
Prinsip konsistensi
Keputusan penindakan yang pernah diambil atau dijatuhkan pada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi pedoman dalam penindakan untuk
kasus yang sama.
4. Prinsip kepastian hukum
Penindakan terhadap setiap pelanggaran disiplin harus didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

!.,.J
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Adapun tata cara penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah

sebagai berikut "'

I
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Teguran lisan -

a. "Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil
tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan -

b. Pernyataan tersebut dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin

c. Penjatuhan hukuman disiplin tersebut wajib diberitahukan secara tertulis
oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat yang mengurusi masalah
kepegawaian

Teguran tertulis

Ditetapkan dengan surat keputusan dan di dalamnya disebutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipi! yang bersangkutan.

Pernyataan tidak puas secara fertulis

Ditetapkan dengan surat Keputusan dan didalamnya discbutkan pelanggaran

disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan.

Penundaan kenaikan gaji berkala

a. Ditetapkan dengan surat keputusan dan didalamnya disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawat Negeri Sipil yang
bersangkutan .

b. Ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa
paling lama | (satu) tahun

c. Masa penundaan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji
berkala berikutnya

Penurunan gaji

a. Ditetapkannya dengan surat keputusan dan didalamnya disebutkan
pelanggaran  disiplin yang dilakukan Pegawai  Negeri Sipil yang
bersangkutan

b. Penurunan gaj sebesar | (satu) kalrgap kenakan gaji berkala

¢. Masa penurunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
(satu) tahun

d. Setelah masa hukuman selesai, maka gapr pokok Pegawai Negen Sipil
akan kembali seperti semula

e. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji
berkala berikutnya

f. Apabila dalam menjalani hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil tersebut
mempunyai hak untuk kenatkan gaji berkala, maka kenaikan gan berkala
tersebut diberikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah berakhimya
menjalani hukuman.

*Ubid., hal. 64



6. Penundaan kenaikan pangkat

a. Ditetapkan dengan surat keputusan dan didalamnya disebutkan
pelanggaran disiplin  yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil vyang
bersangkutan

b. Ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang
bersangkutan dapat dipertimbangkan.

7. Penurunan pangkat

a. Ditetapkan dengan surat keputusan dan didalamnya disebutkan
pelanggaran  disiplin  yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan

b. Ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun

¢. Setelah selesai menjalani masa hiukuman, pangkat Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan otomatis kembali ke pangkat semula

d. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman, dihitung sebagai
masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya

¢. Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat di pertimbangkan setelah Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun
dikembalikan pada pangkat semula

8. Pembebasan jabatan '

a. Ditetapkan ~dengan surat keputusan = dan didalamnya disebutkan
pelanggaran - disiplin yang dilakukan - Pegawai Negeri  Sipil yang
bersangkutan

b. Selama menjalani hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan masih tctap menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan
jabatan

¢. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan baru dapat diangkat lagi dalam
suatu jabatan setelah sekurang-kurangnya | (satu) tahun menjalani
hukuman

9. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

a. Ditetapkan | . dengan surat keputusan dan  didalamnya disebutkan
pelanggaran disiplin  yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan

b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

a. Ditetapkan dengan surat keputusan dan didalamnya disebutkan
pelanggaran disiplin  yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan



b. Pegawai Negeri Sipil vang diberhentikan tidak dengan hormat sebaga
Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan hak-hak kepegawaiannya kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai penyampaian hukuman disiplin, Pegawai Negen Sipil vyang
dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin.
Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka dikirimkan panggilan vang kedua.
Apabila pada panggilan kedua tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan
dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Penyampaian hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang
berwenang. Namun bila tempat antara Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi
hukuman disiplin dengan pejabat yang berwenang berjauhan, maka pejabat vang
berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam  lingkungannya untuk
menyampaikan hukuman tersebut  Khusus untuk hukuman disiplin vang
ditetapkan dengan keputusan Presiden, disampaikan képada Pegawai Negeri Sipil
vang bersangkutan oleh pimpinan instansi induknya.

Bagi Pegawai Negeri Sipil vang tidak menerima hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya, maka vang bersangkutan dapat mengajukan keberatan
kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Dalam hal mengajukan
keberatan hukuman disiplin, ada jenis hukuman disiplin vang tidak dapat diajukan
keberatan dan ada pula jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan

sebagai berikut .

%) bid., hal. 66
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Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan
a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden
b. Hukuman disiplin ringan yang dijatuhkan pcjabat yang berwenang
¢. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah,

terhadap jenis hukuman disiplin :

1) Penundaan kenaikan gaji berkala

2) Penurunan gaji

3) Penundaan kenaikan pangkat

4) Penurunan pangkat
d. Jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin selain

yang tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum melalui saluran hirarkhi. Keberatan tersebut diajukan
selambat-lambatnya ‘14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Keberatan vang
diajukan melebihi waktu 14 (empat belas) han dianggap kadaluwarsa dan
tidak bisa dipertimbangkan.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK),
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang [V/a ke
bawah yang dijatuhi hokuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri dan pemberhenian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil ‘dapat meneajukan keberatan kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian. Keberatan tersebut dilakukan secara hirarkhi dan
tidak melebihi waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal vang
bersangkutan menerima keputusan hukuman. Keberatan yang diajukan setelah
14 (empat belas) hari dianggap kadaluwarsa dan tidak dapat dipertimbangkan,

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, merupakan suatu badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan

Pertimbangan Kepegawaian tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke



bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan

kepadanya berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang mengenai hukuman

disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

2. Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai  usul penjatuhan
hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

dan pemberhentian tidak dengan liormat sebagai Pegawai Negeni Sipil yang

berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang 1V/d ke atas, serta pembebasan

dari jabatan bagi pejabat esclon | yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan  Lembaga Tertinggi/Tingei Negara, dan Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen.

Selanjutnya mengenai berlakunya keputusan hukuman disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil vang dijatubi hukuman disiplin, berlaku ketentuan 2%

- Jenis hukuman disiplin ringan mulai berlaku sejak tanggal disampaikan
2. Keputusan hukuman disiplin vang dijatubkan oleh Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah mulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dijatuhi hukuman, kecuali utnuk jenis hukuman disiplin pemberhentian
dnegan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan berlakuy sejak tanggal ditetapkan
4. Apabila tidak ada keberatan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal disampaikan, untuk jenis hukuman disiplin :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala
b. Penurunan gaji
Penundaan kenaikan pangkat
d. Penurunan pangkat

Lad
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e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
f  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

5. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak keputusan atas keberatan itu
ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan
Pertimbangan Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin :

Penundaan kenaikan gaji berkala

Penurunan gaj

Penundaan kenaikan pangkat

Penurunan pangkat

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

6. Apabn[a Pegawai Negeri Sipil tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
hukuman disiplin, maka hukuman disiplin tersebut mulai berlaku pada hari ke
30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian
keputusan hukuman tersebut.

L L R

Bagi Pegawai Negern Sipil yang meningsal dunia atau mencapai batas usia
pensiun_vang dijatuhi -hukuman disiplin_penundaan kenaikan gaji berkala,
penurunan gaji atau penurunan pangkat, dianggap - ielah selesai menjalam

hukuman disiplin tersebut.

. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Kudus

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Drs. Suyono, Msi selaku Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus, bahwa dalam pelaksanaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil dari pihak Pemerintah Kabupaten Kudus sendin
tidak ada hambatan yang berarti. Hambatan tersebut justru berasal dari Pegawai
Negeri Sipil vang bersangkutan sendiri antara lain :
1. Tidak adanya sikap mau mentaati semua kewajiban dan menjauhi larangan-

larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil
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Tidak adanya kesanggupan secorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang

Kurangnya rasa tanggung jawab seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasan vang berwenang
Kurangnya kesadaran berdisiplin dalam bersikap dan berperilaku di dalam
lingkungan kerja sehari-hari

Kurang baiknya mental dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Suvono, Msi selaku Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus bahwa upaya-upaya vang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas adalah :

Diadakannya apel bagi Pegawai Negeri Sipil, baik apel jam masuk (pagi)
maupun apel jam pulang (siang) kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus.

Apel sebagaimana dimaksud adalah sebagai salah satu alat untuk
mencapai kesadaran disiplin Pegawai Negen Sipil, titik berat pelaksanaannya
adalah ditaatinya dan dipenuhi jam kerja pegawai sesuai Surat Edaran Menteri
Penertiban Aparatur Negara Nomor 08 / SE / MENPAN / 80 tanggal 25

Oktober 1980 minimal 37 jam 30 menit dalam waktu 1 (satu) minggu.



2. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dibina oleh Tim

Pembina dan Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Disiplin Pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Tim Pembina dan Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Disiphn
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor : 800 / 057 / 2004 tentang Pembentukan Tim Pembina
dan Satuan Tugas Pengawasan. dan Penertiban Disiplin Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus bertugas :

a. Tim Pembina
1). Merumuskan . kebijakan-kebijakan  dalam rangka pengawasan,
penertiban  dan | peningkatan kedisiplinan pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus.
2). Melaksanakan pembinaan secara umum  dalam usaha untuk
meningkatkan kedisiplinan pegawai.
b. Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Disiplin Pegawai
1). Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban disiplin pegawai
2). Membantu dan memberikan saran kepada pimpinan unit kerja dalam
pengawasan dan penertiban disiplin pegawai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan tugas dibert wewenang
untuk bertindak :

a. Memeriksa absen datang / pulang, absen / ijin keluar, dan absen fain (SKJ

/ jatan cepat) dari pegawai.
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b. Melaporkan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kepada pejabat
yang berwenang.

3. Diadakannya pembinaan mental atau siraman rohani setiap hari Sabtu bagi
Pegawai Negeri Sipil baik vang beragama Islam maupun yang beragama
non Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pembinaan mental atau siraman rohani tersebut bertujuan untuk

UNISSULA
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya
vaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus, maka penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
[. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kudus betjalan dengan baik karena
adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakannya,

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka pelaksanaan disiplin Pegawai
Negeri Sipil berasal dari Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan sendiri
antara lain :

a. Tidak adanya sikap mau mentaati semua kewdjiban dan menjauhi
larangan-larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

b. Tidak adanya Kesanggupan scorang Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang

¢. Kurangnva rasa tanggung jawab seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan tugas vang diberikan kepadanya oleh atasan vang berwenang

d. Kurangnya kesadaran berdisiplin dalam bersikap dan berperilaku di dalam

lingkungan kerja sehari-hari

4_—
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e. Kurang baiknya mental dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Upaya-upaya vang ditempuh dalam mengatasi hambatan vang dialami dalam

pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah ;

a. Diadakannya apel bagi Pegawai Negeri Sipil, baik apel jam masuk (pagi)
maupun apel jam pulang (siang)

b. Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dibina oleh
Tim Pembina

¢. Diadakannya pembinaan mental atau siraman rohani setiap hari Sabtu bagi

Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam maupun yang beragama non

Islam

B. Saran

Dengan adanya hasit. penclitian beserta  pembahasannya penulis ingin

memberikan saran sehubungan dengan judul skripsi sebagai berikut :

Lad

Agar disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat tercapai dan tepat sasaran, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagai salah satu perangkat
pembinaan Pegawat Negeri Sipil harus dijalankan dengan baik

Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas hendaknya selalu
berdisiplin dan mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku

Pejabat atasan hendaknya dapat menjadi teladan yang baik bagi bawahannya
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ST PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

o ,. JI. Simpang Tujuh No.1 Kudus & (0291) 444164 — 444167 Fax. 439300
NG KUDUS 59313
SURAT KETERANGAN

NOMOR: goo ! 1437

Yang bertandatangan di bawah ini -

a. Nama . Drs. SUYONO, M.Si.
b. Jabatan . Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus
dengan ini menerangkan bahwa
a. Nama - TUTIK LESTARI SETIYANINGSIH
b. Pekerjaan - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang
c. Alamat : Ji RA Miati No. 43 Rt.03 Rw.01 Miati Kidul Kecamatan

Kota, Kabupaten Kudus
benar-benar telah mengadakan penelitian untuk' menyusun skripsi dengan judul

“Implementasi PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri * pada tanggal
8 Juli 2004 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Kudus, 16 Juli 2004




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
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SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
Nomor : 070 / 226 / 2004

. DASAR : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 tanggal 18 Juni 198] Perihal
Surat Keputusan Direktorat Jendral Sosial Politik Nomor 14 / 1981 Tentang
Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.

Il. Menunjuk surat - 1. Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah Nomeor :
2. Surat dari UNIVERSITAS ISIAM SULTAN AGUIG ( “PAKULTAS HUKDM 3

Tanggal : 1 Juoi 2004 Nomor : 516 /B.1/34-H/V/2004
3. Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus.
Tanggal : 16 Juni 2004 Naemor ; 070 / 59/v1/2004

IIl. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data Dan Arsip
Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten
Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat mengijinkan atas pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah
Kabupaten Kudus yang dilaksanakan olek -

I.Nama : TUTIN LESTARI SETIYANTNGSTH

2. Pekerjaan : MLHASISWA

3. Alamat : JX.RA Mlati Yo.43 Rt.05 Rwa(d Mlati Kidul Kudus.
4. Penanggung Jawab Him

5. Maksud tujuan Research / Survey ¢ Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi :

. ABplegentaci Pexatiran Pemgzditoh Nomer 30 “ahun
1980 Tentang Disiplin Pegawai Hegeri ",
6.Lokasi : ‘Kabupaten Kudus.

dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Research/Sury

ey tidak disalahgunakan untuk tujuan iertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah,

b. Sebelum melaksanakan Research #"Survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu
melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.

c. Setelah Research / Survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya ke Kantor Litbanglahtasipda Kabupaten
Kudus.

IV. Surat Rekomendasi Research/ Survey ini berlaku dari tanggal : 16 Funi sampai dengan 16 September 2004

Dikeluarkan dj : Kudus
: 16 September 2004

BUPATI KUDUS

TEMBUSAN Yth, :
I. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Linmas Kab, Kudus.

2. Kepala Dinas / Instansi terkait,

3+ Kepala Badan Kepegawenn Duerah.

“NIP 500 075 961
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